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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
maka dipandang perlu membentuk Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun
2024.

1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3895);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6841};



Menetapkan

3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Tahun 2017, Nomor 1312).
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 1 Tahun
2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara
Tahun 2020-2024).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR. TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI MALUKU UTARA

TAHUN 2024
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Provinsi adalah Provinsi Maluku Utara.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi
Maluku Utara.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku
Utara Tahun 2024, yang selanjutnya disebut RKPD
Tahun 2024 adalah dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun yaitu
Tahun 2024.

Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja dan  pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.



8.

10.

il

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-
Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran
yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut DPA
Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja pembiayaan setiap Perangkat
Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh
pengguna anggaran.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan
rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang
akan dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan menjadi Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Pasal 2

RKPD merupakan :

a.

dokumen perencanaan daerah provinsi untuk periode
Tahun 2024, yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai
dengan 31 Desember 2024; dan

penjabaran dari RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun
2020-2024 dan mengacu pada RKP, yang memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah provinsi, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah Provinsi maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui
Musrenbang.

Pasal 3
Maksud penetapan RKPD yaitu untuk menetapkan
dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam
melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Provinsi;



b.

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas
Plafon Anggaran Sementara, dan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024; dan
acuan bagi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
dalam menyusun RKPD Tahun 2024.

(2) Tujuan penetapan RKPD adalah untuk:

(1)

a.

b.

mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah
provinsi;

mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas
pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar
waktu, antar fungsi pemerintahan maupun tingkat
pemerintahan;

mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pengendalian, dan pengawasan,;

mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia
usaha; dan

mencapai pemanfaatan sumber daya secara efisien,
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB II
ISI DAN URAIAN RKPD

Pasal 4

Isi dan uraian dokumen RKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai
berikut:

BabI Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, landasan
hukum, hubungan RKPD dengan dokumen
perencanaan lainnya, serta dan maksud dan
tujuan penyusunan.

Bab Il Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menyajikan gambaran umum kondisi
daerah yang meliputi aspek geografi dan
demografi, aspek kesejahteraan masyarakat,
aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing;
Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu yang
menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun
lalu dengan memperhatikan dokumen RPJMD
dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai
bahan acuan; serta capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan dan
permasalahan pembangunan daerah di Provinsi
Maluku Utara.



Bab Il Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan
Daerah Bab ini memuat penjelasan tentang
kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan
tahun berjalan, yang antara lain mencakup
indikator pertumbuhan ekonomi daerah,
sumber-sumber pendapatan dan Kkebijakan
pemerintah daerah yang diperlukan dalam
pembangunan perekonomian daerah meliputi
pendapatan daerah, belanja daerah dan
pembiayaan daerah.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Bab ini mengemukakan secara eksplisit
perumusan sasaran dan prioritas pembangunan
daerah berdasarkan hasil analisis terhadap
hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu
dan capaian kinerja yang direncanakan dalam
RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah
mendesak ditingkat daerah dan nasional.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana
program dan kegiatan prioritas daerah yang
disusun berdasarkan evaluasi pembangunan
tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan
capaian kinerja yang direncanakan dalam
RPJUMD.

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Bab ini menyajikan penetapan indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk
memberi panduan dalam pencapaian kinerja
tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator
Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja
Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Bab VII Penutup
Bab ini menguraikan tentang pedoman umum
pelaksanaan RKPD.

(2) Isi dan uraian dokumen RKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



BAB 1II
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
melakukan  pengendalian dan  evaluasi terhadap
pelaksanaan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 6

(1) Dalam hal terjadi penambahan sub kegiatan baru pada
KUA serta Rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam
RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala
Daerah dengan ketua DPRD.

(2) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) akibat terdapat kebijakan nasional atau
provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan
perintah peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi setelah RKPD ditetapkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku
Utara.

Ditetapkan di fi
Pada tanggal/ .. 7R Auld. 2023

{# MAM«U%@RA

Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal 7 Juli 2023
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan
pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RKPD merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) serta sebagai pedoman dalam penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS). Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja, serta pendanaan. Rancangan Akhir RKPD
merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja-PD) dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA-
PD) untuk tahun yang direncanakan.

RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional. Oleh karena itu penyusunan RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2024
merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Utara, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara, terutama
dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2024
merupakan pelaksanaan tahun kelima (terakhir) periode RPJMD/Perubahan-RPJMD
Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024, yang merupakan tahapan keempat dalam
periodesasi RPJPD Provinsi Maluku Utara tahun 2005-2025, dengan fokus
penciptaan daya saing dan kesejahteraan secara berkelanjutan.

RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2024 dihadapkan optimisme semakin
tumbuhnya ekonomi daerah seiring penguatan ekonomi Indonesia yang diperkirakan
akan berlanjut. Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai perwakilan pemerintah
pusat di daerah juga berperan dalam menciptakan kestabilan, keamanan dan
kebijakan pembangunan Daerah, mempertimbangkan tahun 2024 sebagai tahun
politik sejalan dengan agenda Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden
(Pilpres), serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.
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Selain itu, penyusunan RKPD tahun 2024 dihadapkan pada tantangan global
yang semakin kompleks, khususnya yang bersumber risiko-risiko global utama,
seperti tensi geopolitik yang semakin memanas yang dapat mempengaruhi transaksi
komoditas ekspor; perubahan teknologi informasi dan digitalisasi yang cepat dapat
menciptakan berbagai tantangan, termasuk bagi ketenagakerjaan; isu perubahan
iklim serta kompetisi dalam respons kebijakannya secara global; serta pandemi yang
dapat kembali menjadi tantangan di masa depan serta dampak jangka panjang
pandemi Covid-19 dalam bentuk scarring effect yang diperkirakan akan menahan
kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara.

RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2024 disusun melalui tahapan-tahapan 1)
Persiapan penyusunan RKPD, 2) Penyusunan rancangan awal RKPD, 3) Penyusunan
rancangan RKPD, 4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD, 5) Perumusan rancangan
akhir RKPD, dan 6) Penetapan RKPD, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan
RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor xx Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024.

Dari sisi proses, penyusunan RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2023
menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah (top-down)
dan bawah-atas (botfom-up). Pendekatan teknokratik dilakukan dengan
menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan
sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan
berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan
menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sementara
pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang
diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa,
kecamatan, daerah kabupaten, daerah provinsi, hingga nasional.

Sedangkan pada orientasi substansi, penyusunan RKPD Provinsi Maluku Utara
tahun 2024 menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial.
Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan
unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan,
hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke
dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan
pembangunan daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan

dimensi keruangan dalam perencanaan.
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1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2024 adalah

sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
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11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentangPerubahan Atas Undang-
Undang-Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

15. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

16. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Nomor 244, TambahanLembaran Negara Nomor 5587);

17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6573);

18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 danTambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5539)

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5041);
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;
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33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor xx Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan RKPD Tahun 2024;

35. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008
Nomor 3);

36. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033
(Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2);

37. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 5),
sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 10);

38. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2018-2038
(Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 Nomor 2);

39. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Maluku Utara Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara
Tahun 2023 Nomor 1).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana
Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat. Penyusunan RKPD dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi dan
sinkronisasi diantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan,
serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan APBD,
Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS),
serta Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
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Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan dengan
dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Posisi RKPD terhadap dokumen-
dokumen perencanaan lainnya secara substansi membentuk keterkaitan, sebagaimana

ilustrasi pada Gambar berikut.

20TAHUNAN | S5TAHUNAN | < r TAHUNAN ———»
| | |
| | |
RTRW | RENSTRA | PEPPVA RENJA K/L e Ak 1 Ly RINCAN -
NASIONAL | K/L L L APBN 2
[ A I A I A 3
B 3 : s
| E | s | =
| | | Y o
RPJP PEDOMAN DIJABARKAN PEDOMAN =
NASIONAL [ RPJMN —>  RKP —> RAPBN >  APBN b
| | |
| =z Iz g A |
o ~ <_-Z
3] | = I 238 !
= | S 238 '
= I & I LEg I
I & BT 2 |
| i 4 | v |
RPIPD | PEDOUAN | ppyvp | PUASRRKAN | pypp | PEROVAN | rapBD APBD
PROVINSI | PROVINSI I | PROVINSI || PROVINSI PROVINS| -
| | | (o)
o<
RTRW : | | =3
PROVINSI | | | >z
I v I | \ 4 T3
RZWP3K : RENSTRA | PEDOMAN | pEnja | PEDOWAN RKASKPD Ly RINCIAN *
PROVINSI | SKPD I | SKPD I APBD
| | |
| | |
< : SPPN ! < UUKN —>

Gambar 1.1. Bagan Alur Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2024 disusun dengan maksud untuk
menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
tahun 2024, yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan
penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024, serta menjadi
pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan RKA
Perangkat Daerah tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2024 adalah:

1) Menyediakan gambaran mengenai kondisi capaian dan evaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah;

2) Menyediakan gambaran mengenai kondisi dan proyeksi kerangka ekonomi
dan keuangan daerah sebagai dasar dalam penyusunan rencana pendapatan

untuk membiayai pembangunan daerah;
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3) Menyelaraskan dan mensinkronkan program-program prioritas Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, dan RKPD Provinsi Maluku Utara
Tahun 2024, serta kebutuhan masyarakat pada umumnya;

4) Menjamin sinergitas perencanaan program dan kegiatan pembangunan antar
tingkat Pemerintah (Pusat dan Daerah), antar sektor pembangunan, dan antar
wilayah kabupaten/kota.

1.5. SISTIMATIKA PENULISAN
RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2024 disusun dengan sistimatika sebagai

berikut:

Bab1 Pendahuluan
Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, hubungan RKPD dengan
dokumen perencanaan lainnya, serta dan maksud dan tujuan penyusunan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab ini menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek
geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan
umum (sesuai urusan pemerintahan daerah yang meliputi urusan wajib
pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, serta
penyelenggaraan unsur-unsur pendukung, penunjang, dan pengawasan
pemerintahan daerah, serta unsur pemerintahan umum), dan aspek daya
saing; Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu yang menguraikan tentang
hasil evaluasi RKPD tahun lalu dengan memperhatikan dokumen RPJMD
dan dokumen RKPD tahun berjalan, serta gambaran kondisi permasalahan
pembangunan daerah sesuai prioritas dan sasaran pembangunan daerah
maupun penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi dan tantangan perekonomian
terkini, perkiraan tahun berjalan dan tahun perencanaan berkenaan, yang
antara lain mencakup indikator-indikator pertumbuhan ekonomi daerah,
sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang
diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi kebijakan
pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan
daerah.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan sasaran dan prioritas
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam
RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah
dan nasional.
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Bab V

Bab VI

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan
prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan,
kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan
dalam RPJMD.

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menyajikan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja
tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun
Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Bab VII Penutup

Bab ini menguraikan tentang pedoman umum pelaksanaan RKPD.

BAB 1 PENDAHULUAN
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BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KoNpist UMUM KONDISI DAERAH

Bagian menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran
umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator
kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan
yang diuraikan sebagai berikut.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Maluku Utara merupakan provinsi di bagian Timur Indonesia yang secara resmi
terbentuk pada 4 Oktober 1999, merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Maluku,
yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah. Di awal
terbentuknya, melalui Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999, Provinsi Maluku
Utara terdiri dari 3 (tiga) wilayah administrasi Kabupaten Maluku Utara, Kabupaten
Halmahera Tengah, dan Kota Ternate. Kemudian melalui Undang-undang Nomor 1
Tahun 2003, terjadi pemekaran sehingga bertambah 5 (lima) kabupaten/kota, yaitu
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan. Jumlah kabupaten
kemudian bertambah lagi sehingga menjadi 10 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten
Pulau Morotai sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara melalui
Undang-undang Nomor 53 Tahun 2008, dan Kabupaten Pulau Taliabu yang
merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula melalui Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2013.

Secara geografis wilayah Provinsi Maluku Utara berada diantara 3° Lintang
Utara sampai 3° Lintang Selatan dan 124° — 129° Bujur Timur. Wilayah Provinsi
Maluku Utara memiliki posisi yang strategis karena terletak di sisi Samudera Pasifik,
dilalui oleh tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu ALKI III, ALKI IIT B
dan ALKI III C yang merupakan perlintasan Samudera Pasifik, Laut Maluku, Laut
Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu, serta merupakan perlintasan jalur
laut Nasional Primer yang menghubungkan wilayah Papua bagian utara dengan
Sulawesi bagian utara. Sebagaimana ilustrasi pada gambar di halaman berikut, di
posisi tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana Provinsi Maluku Utara
dapat mengambil manfaat positif atas keberlangsungan interaksi antar daerah di
Indonesia serta antar bangsa-bangsa di dunia.
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Gambar 2.1. Posisi Strategis Wilayah Provinsi Maluku Utara

Provinsi Maluku Utara memiliki wilayah daratan seluas 31.483,69 km®
Sebagian besar wilayah Provinsi Maluku Utara berupa laut yang memiliki 395 buah
pulau terdiri dari 64 buah pulau berpenghuni dan 331 buah pulau tidak berpenghuni.
Pulau-pulau yang tergolong besar antara lain Pulau Halmahera dengan luas 18.000
Km?, serta pulau-pulau yang ukurannya relatif sedang yaitu Pulau Obi dengan luas
3.900 Km? dan Pulau Taliabu 3.195 Km?, Pulau Bacan 2.878 Km? dan Pulau Morotai
2.325 Km?. Pulau-pulau yang relatif kecil antara lain Pulau Ternate, Tidore, Makian,
Kayoa, Gebe dan sebagainya. Luas wilayah (daratan) berdasarkan Kabupaten/Kota
sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

No Kabupaten/Kota Ibukota Luas Daratan (Km2) Proporsi (%)
1  Halmahera Barat Jailolo 2.243,15 7,12
2 Halmahera Tengah Weda 2.275,59 7,23
3 Kepulauan Sula Sanana 1.782,58 5,66
4  Halmahera Selatan Labuha 8.096,05 25,72
5  Halmahera Utara Tobelo 3.403,36 10,81
6 Halmahera Timur Maba 6.480,76 20,58
7  Pulau Morotai Daruba 2.336,67 7,42
8  Pulau Taliabu Bobong 3.000,08 9,53
9  Ternate Ternate 162,22 0,52
10 Tidore Kepulauan Soasio 1.703,23 5,41

Maluku Utara Sofifi 31.483,69 100,0

Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2041
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Provinsi Maluku Utara secara administratif memiliki batas-batas wilayah
sebagai berikut:

¢ Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Halmahera;

¢ Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Maluku;

¢ Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik; dan

¢ Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Seram.

Peta wilayah administratif Provinsi Maluku Utara sebagaimana tersaji dalam
gambar berikut.

it \ - | PETA ADMINI TRAS! PROVINS| MALUWL UTARA

I

Gambar 2.2. Peta Wilayah Administratif Provinsi Maluku Utara
(Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2041)

Secara administratif, sampai dengan tahun 2021 Provinsi Maluku Utara terdiri
dari 8 kabupaten dan 2 kota, dengan jumlah kecamatan sebanyak 118 atau bertambah
2 (dua) kecamatan dibandingkan kondisi lima tahun sebelumnya dan desa/kelurahan
sebanyak 1.199 atau bertambah sebanyak 3 (tiga) desa/kelurahan dibandingkan
kondisi lima tahun sebelumnya (2017). Halmahera Selatan merupakan kabupaten
dengan jumlah kecamatan dan desa terbanyak, yaitu 30 kecamatan dan 256 desa,
disusul Halmahera Utara sebanyak 17 kecamatan dan 199 desa, dan Halmahera Barat
dengan 9 kecamatan dan 169 desa. Tabel di halaman berikut menyajikan
perkembangan jumlah kecamatan dan desa/kelurahan menurut kabupaten/kota di
Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021.
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Tabel 2.2. Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021

No Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan
2017 2021 2017 2021
1  Halmahera Barat 8 9 170 169
2 Halmahera Tengah 10 10 63 64
3 Kepulauan Sula 12 12 78 80
4  Halmahera Selatan 30 30 256 256
5 Halmahera Utara 17 17 199 199
6  Halmahera Timur 10 10 104 104
7  Pulau Morotai 88 88
8  Pulau Taliabu 71 71
9 Ternate 77 78
10 Tidore Kepulauan 8 8 90 90
Maluku Utara 116 118 1.196 1.199

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

Wilayah Provinsi Maluku Utara yang sebagian besarnya adalah lautan dan
meliputi gugusan pulau-pulau besar dan kecil, membuat sebagian besar penduduk
bermukim di wilayah pesisir atau tepi pantai. Sebagaimana tersaji dalam tabel
berikut, proporsi desa tepi pantai di Provinsi Maluku Utara mencapai 74,6 persen.
Kepulauan Sula dan Halmahera Selatan merupakan kabupaten dengan proporsi desa
tepi pantai lebih dari 90 persen.

Tabel 2.3. Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

Tepi Pantai Bukan Tepi Pantai
No Kabupaten/Kota Total
Jumlah % Jumlah %
1  Halmahera Barat 76 45,0 93 55,0 169
2 Halmahera Tengah 52 81,3 12 18,8 64
3 Kepulauan Sula 77 96,3 3 3.8 80
4  Halmahera Selatan 238 93,0 18 7,0 256
5  Halmahera Utara 117 58,5 83 41,5 200
6 Halmahera Timur 81 77,9 23 22,1 104
7  Pulau Morotai 72 81,8 16 18,2 88
8  Pulau Taliabu 62 87,3 9 12,7 71
9 Ternate 56 71,8 22 28,2 78
10 Tidore Kepulauan 67 72,0 26 28,0 93
Maluku Utara 898 74,6 305 25,4 1.203

Ket: Desa pada tabel ini termasuk Unit Permukiman Transmigrsi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait.
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022
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A) Kondisi Topografi

Wilayah Provinsi Maluku Utara memiliki karakter topografi yang beragam baik
berupa dataran rendah di pesisir, perbukitan dan pegunungan. Sebagian besar
wilayah Kepulauan Maluku Utara memiliki morfologi yang bergunung dan berbukit-
bukit. Kepulauan Maluku Utara juga memiliki pulau-pulau vulkanis dan pulau
karang, sedangkan sebagian lainnya merupakan dataran. Kondisi topografi
Kepulauan Maluku Maluku Utara beraneka ragam yaitu mulai dari dataran rendah
yang landai, perbukitan dan pegunungan yang curam dan sangat curam dengan
bentuk wilayah mulai bentuk pantai, teras berbukit dan pegunungan. Adapun
ketinggian tempat bervariasi dari 0 mdpl hingga 2.111mdpl,, yang merupakan
puncak gunung Sibela, gunung tertinggi di Maluku Utara.

Pulau Halmahera mempunyai banyak pegunungan yang rapat mulai dari Teluk
Kao, Teluk Buli, Teluk Weda, Teluk Payahe dan Dodinga. Disetiap daerah terdapat
punggung gunung yang merapat ke pesisir, sedangkan pada daerah sekitar Teluk Buli
(di Timur) sampai Teluk Kao (di Utara), pesisir barat mulai dari Teluk Jailolo ke
utara dan Teluk Weda ke selatan dan utara ditemui daerah dataran yang luas.
Topografi pada pulau Halmahera berkisar antara Omdpl hingga 1634mdpl yang
berada pada sekitar Gunung Ibu di Kecamatan Ibu Selatan. Bagian tengah dari Pulau
Halmahera merupakan wilayah perbukitan dengan lereng pendek dan curam. Pada
sisi barat Pulau Halmahera terdapat Pulau Ternate dan Pulau Tidore yang merupakan
pulau yang memiliki gunung berapi aktif. Titik tertinggi pada kedua Pulau tersebut
berada di sekitar Gunung Gamalama di Pulau Ternate dan Gunung Kiematubu di
Pulau Tidore. Karakter lereng pada kedua pulau umumnya curam dengan kisaran
kelerengan sebesar 24%-66%. Sedangkan pada Pulau Morotai, topografi secara
umum memiliki karakter yang sama dengan topografi pada Pulau Halmahera.
Wilayah yang memiliki ketinggian paling tinggi terdapat di Kecamatan Morotai
Utara. Bagian tengah dari Pulau Morotai merupakan puncak-puncak perbukitan.
Adapun Pulau Taliabu, terdapat perbedaan karakter topografi yang agak berbeda
antara wilayah perbukitan dan wilayah pesisir. Bagian wilayah perbukitan (di tengah
Pulau Taliabu) pada umumnya mempunyai topografi (ketinggian) yang relatif curam
dengan susunan bukit-bukit dan gunung dan sebagian besar berada di 250mdpl
sampai 1388mdpl. Di bagian wilayah pesisir Pulau Taliabu ditemui adanya variasi
topografi (ketinggian) dari Omdpl sampai 20mdpl dan ditemui adanya penggunaan-
penggunaan mikro dan lembah-lembah yang “kontinyu” dan tidak terdapat topografi
yang curam.

Secara keseluruhan, topografi yang dominan di wilayah kepulauan Provinsi
Maluku Utara adalah kelas lereng curam yaitu seluas £1.707.983,23 Ha atau sebesar
52,39% dari luas keseluruhan. Secara rinci kondisi kelas lereng dan bentuk topografi
di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada Tabel di halaman berikut.
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Tabel 2.4. Kelas Lereng dan Bentuk Topografi Wilayah Maluku Utara

Kelas Lereng Luas (Ha) Persentase (%) Bentuk
Datar (0-8%) 482.983,6 14,81 Pantai
Landai (8-15 %) 279.595,1 8,58 Teras
Agak Curam (15-25%) 128.380,1 3,94 Perbukitan
Curam (25-45) 1.707.983,2 52,39 Perbukitan
Sangat Curam (>45 %) 661.400,0 20,29 Pegunungan

Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2041

Peta topografi wilayah Provinsi Maluku Utara sebagaimana tersaji dalam
gambar berikut.

Gambar 2.3. Peta Topografi Wilayah Provinsi Maluku Utara
(Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2041)

B) Kondisi Klimatogi

Iklim di wilayah Kepulauan Maluku Utara dipengaruhi oleh iklim tropis dan
iklim musim yang disebabkan oleh kondisi Kepulauan Maluku Utara yang terdiri
dari pulau-pulau dan dikelilingi oleh lautan yang luas. Wilayah Maluku Utara yang
dipengaruhi oleh iklim laut tropis dan iklim musim mengakibatkan iklimnya
bervariasi antara tiap bagian wilayah yaitu iklim Halmahera Utara, Halmahera
Tengah, Halmahera Barat, Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula.
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Gambaran musim di wilayah Provinsi Maluku Utara berdasarkan berdasarkan
kondisi iklim-iklim tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Daerah Iklim Halmahera Utara
Musim Hujan (Desember — Februari), sedangkan musim kemarau (Agustus-
Desember).

2. Daerah Iklim Halmahera Tengah/Barat
Musim Utara (Oktober — Maret), Pancaroba (April). Musim Selatan (April —
September) yang diselingi angin timur dan pancaroba pada bulan
September.

3. Daerah Iklim Halmahera Selatan/Bacan
Musim Utara (Oktober — Maret) yang diselingi angin barat dan pancaroba
(April), Musim Selatan (April — Desember) diselingi angin timur dan
pancaroba pada bulan September

4. Daerah Iklim Kepulauan Sula
Musim Utara (Oktober — Maret) diselingi angin barat dan pancaroba pada
bulan April, musim selatan (April — September) diselingi angin timur dan
pancaroba September.

Tabel-tabel berikut menyajikan gambaran kondisi unsur-unsur iklim menurut
stasiun pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di
Provinsi Maluku Utara sepanjang tahun 2021, yang meliputi suhu/temperatur udara,
kelembaban, kecepatan angin, jumlah curah hujan, jumlah hari hujan, dan rata-rata

harian penyinaran matahari..

Tabel 2.5. Kondisi Suhu/Temperatur Udara
Di Stasiun Pengamatan BMKG Provinsi Maluku Utara Tahun 2022

Suhu/Temperatur (°)
No Kabupaten/Kota Stasiun BMKG
Minimum  Rata-rata Maksimum
1  Halmahera Barat - - - -
2 Halmahera Tengah - - - -
3 Kepulauan Sula Emalamo Sanana - 23,40 27,89
4  Halmahera Selatan ~ Oesman Sadik Labuha 21,63 26,61 33,29
5 Halmahera Utara Gamarmalamo Galela 20,80 26,55 33,78
6  Halmahera Timur - - - -
7  Pulau Morotai - - - -
8  Pulau Taliabu - - - -
9  Ternate Sultan Baabullah Ternate 23,45 27,42 32,83

—
[e)

Tidore Kepulauan - - - -

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023
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Tabel 2.6. Kondisi Kelembaban Udara
Di Stasiun Pengamatan BMKG Provinsi Maluku Utara Tahun 2022

Kelembaban (%)

No Kabupaten/Kota Stasiun BMKG = =
Minimum  Rata-rata Maksimum
1  Halmahera Barat - - - -
2 Halmahera Tengah - - - -
3 Kepulauan Sula Emalamo Sanana 59,58 84,06 98,42
4  Halmahera Selatan ~ Oesman Sadik Labuha 55,42 86,31 98,67
5 Halmahera Utara Gamarmalamo Galela 61,00 90,46 100,0
6  Halmahera Timur - - - -
7  Pulau Morotai - - - R
8  Pulau Taliabu - - - -
9  Ternate Sultan Baabullah Ternate 61,25 85,03 97,42
10  Tidore Kepulauan - - - -

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023

Tabel 2.7. Kondisi Kecepatan Angin
Di Stasiun Pengamatan BMKG Provinsi Maluku Utara Tahun 2022

Kecepatan Angin (m/det)

No Kabupaten/Kota Stasiun BMKG — -
Minimum  Rata-rata Maksimum
1  Halmahera Barat - - - -
2 Halmahera Tengah - - - -
3 Kepulauan Sula Emalamo Sanana Calm 2,24 12,75
4  Halmahera Selatan =~ Oesman Sadik Labuha Calm 2,13 14,17
5 Halmahera Utara Gamarmalamo Galela Calm 1,43 15,00
6  Halmahera Timur - - - -
7  Pulau Morotai - - - N
8  Pulau Taliabu - - - -
9  Ternate Sultan Baabullah Ternate Calm 4,56 17,50
10  Tidore Kepulauan - - - -

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023

Tabel 2.8. Kondisi Tekanan Udara
Di Stasiun Pengamatan BMKG Provinsi Maluku Utara Tahun 2022

Te (m/det)

No Kabupaten/Kota Stasiun BMKG — -
Minimum  Rata-rata Maksimum

1  Halmahera Barat - - - -
2 Halmahera Tengah - - - -
3 Kepulauan Sula Emalamo Sanana 1004,26 1.008,84 1.012,63
4  Halmahera Selatan ~ Oesman Sadik Labuha 1002,81 1.006,94 1.011,10
5 Halmahera Utara Gamarmalamo Galela 1000,4 1.004,63 1.008,58
6  Halmahera Timur - - - -
7  Pulau Morotai - - - -
8  Pulau Taliabu - - - -
9  Ternate Sultan Baabullah Ternate 1001,98 1006,15 1.010,05

—
(=)

Tidore Kepulauan - - - -

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023
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Tabel 2.9. Kondisi Curah Hujan, Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari
Di Stasiun Pengamatan BMKG Provinsi Maluku Utara Tahun 2022

Rerata
Curah Harian
No Kabupaten/Kota Stasiun BMKG Hujan Hari Hujan .
Penyinaran

(mm) Matahari

1  Halmahera Barat - - - -

2 Halmahera Tengah - - - -

3 Kepulauan Sula Emalamo Sanana 148,03 21,50 48,15

4  Halmahera Selatan ~ Oesman Sadik Labuha 203,33 17,92 41,05

5  Halmahera Utara Gamarmalamo Galela 327,68 20,42 39,93

6  Halmahera Timur - - - -

7  Pulau Morotai - - - -

8  Pulau Taliabu - - - -

9  Ternate Sultan Baabullah Ternate 256,69 19,17 45,00

10  Tidore Kepulauan - - - -

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023

Peta gambaran curah hujan di wilayah Maluku Utara secara keseluruhan dapat
dilihat pada gambar berikut.

|2 | PEMERINTAM PROVINSI MALUKU UTARA

| DRAFT RENCAMA TATA RUANG WILAYAH
| | PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 - 2033 |

R | PETA CURAH HUJAN
i PROVINSI MALUKU UTARA

Gambar 2.4. Peta Curah Hujan Di Wilayah Provinsi Maluku Utara
(Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2041)
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Maluku Utara sebagai daerah kepulauan tidak lepas dari adanya gelombang
tinggi. Pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut
yang membentuk kurva/grafik sinusoidal. Gelombang laut disebabkan oleh angin.
Angin di atas lautan mentransfer energinya ke perairan, menyebabkan riak-riak,
alun/bukit, dan berubah menjadi gelombang. Kondisi gelombang tinggi yang terjadi
di Provinsi Maluku Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

— Bulan Januari, Februari, Maret, April: Ketinggian gelombang yang terjadi
bervariasi dari 0.5 m, 0.75 m, 1.25 m, dan 2.0 m dengan arah angin dari
Timur Laut;

— Bulan Mei, Juni: Ketinggian gelomabang yang terjadi bervariasi dari 0.5 m,
0.75 m, dan 1.25 m dengan arah angin dari Timur Laut dan Tenggara. Hal ini
disebabkan oleh peralihan musim yang ditandai dengan bergesernya arah
angin yang terjadi;

— Bulan Juli, Agustus, September, Oktober: Ketinggian gelombang yang terjadi
bervariasi dari 0.5 m, 0.75 m, 1.25 m, dan 2.5 m dengan arah angina dari
Tenggara;

— Bulan November, Desember: Ketinggian gelombang yang terjadi bervariasi
dari 0.5 m, 0.75 m, 1.25 m, dan 2.0 m dengan arah angin dari Tenggara dan
Timur Laut.

Gambar berikut menyajikan beberapa contoh kejadian gelombang tinggi di
perairan wilayah Provinsi Maluku Utara.

Gambar 2.5. Gelombang Tinggi Di Perairan Wilayah Provinsi Maluku Utara
(Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2041)
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C) Geologi

Formasi geologi Pulau Halmahera berdasarkan pada peta geologi lembar ternate
terbagi dalam tiga mandala (bagian utama) yaitu Mandala Halmahera Timur,
Halmahera barat termasuk Pulau Morotai, dan Busur Kepulauan Gunung Api Kuarter
yang meliputi pulau-pulau kecil di bagian barat Pulau Halmahera. Mandala
Halmahera Timur meliputi Lengan Timur Laut, Lengan Tenggara dan beberapa
pulau kecil di sebelah Timur Pulau Halmahera.

Morfologi mendala Halmahera Timur terdiri dari pegunungan berlereng terjal
dan torehan sungai yang dalam, serta sebagian mempunyai morfologi karst.
Morfologi pegunungan berlereng terjal merupakan cerminan batuan keras. Jenis
batuan penyusun pegunungan ini adalah batuan ultrabasa. Morfologi karst terdapat
pada daerah batugamping dengan perbukitan yang relatif rendah dan lereng yang
landai. Mandala Halmahera Barat meliputi bagian Utara dan lengan Selatan
Halmahera. Morfologi mandala berupa perbukitan yang tersusun atas Batuan
Sedimen, pada Batugamping berumur Neogen dan morfologi karst dan di beberapa
tempat terdapat morfologi kasar yang merupakan cerminan batuan gunung api
berumur oligosen. Mandala busur kepulauan gunung api kuarter meliputi pulau-
pulau kecil di sebelah barat pulau Halmahera. Deretan pulau ini membentuk suatu
busur kepulauan gunung api kuarter. Sebagian pulaunya mempunyai kerucut
gunung-gunung api yang masih aktif.

Terdapat 11 formasi batuan di Pulau Halmahera antara lain formasi batuan
ultrabasa, batuan beku basa, batuan intermediete, batuan dodoga, batuan batusagu,
batuan batugamping, batuan konglomerat, batuan bacan, batuan weda, serta batuan
tingteng. Rincian formasi batuan pada masing-masing formasi utama adalah sebagai
berikut:

1. Formasi Batuan Ultrabasa; terdiri dari Serpentinit, Piroksenit dan Dunit
umumnya berwarna hitam kehijauan, getas, terbreksikan mengandung asbes
dan Garnierit. Satuan batuan ini hubungannya dengan satuan yang lebih
muda berupa bidang ketidakselarasan atau bidang sesar naik.

2. Formasi Batuan Beku Basa; terdiri dari Gabbro Piroksen, Gabbro
Hornblende dan Gabbro Olivin. Tersingkap di dalam batuan Ultrabasa.

3. Satuan Batuan Intermediet; terdiri dari batuan Diorite Kuarsa dan
Hornblende, tersingkap juga dalam batuan Ultrabasa.

4. Formasi Dodaga; berumur Kapur, tersusun oleh Serpih berselingan dengan
Batugamping dan sisipan Rijang. Selain itu ditutupi pula oleh batuan yang
berumur Paleosen — Eosen yaitu Formasi Dorosagu, Satuan Konglomerat
dan Satuan Batugamping.

5. Formasi Dorosagu; terdiri dari Batupasir berselingan dengan Serpih Merah
dan Batugamping. Formasi ini berumur Paleosen — Eosen. Hubungannya
dengan batuan yang lebih tua (Ultrabasa) adalah ketidakselarasan dan sesar
naik. Tebal Formasi ini adalah + 250 m.
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6. Satuan Batugamping; berumur Paleosen — Eosen, dipisahkan dengan batuan
yang lebih tua (Ultrabasa) oleh ketidakselarasan dan yang lebih muda oleh
sesar. Tebal satuan ini + 400 m.

7. Satuan Batuan Konglomerat; tersusun oleh batuan Konglomerat sisipan
batupasir, Batulempung dan batubara, berumur kapur dan tebalnya lebih dari
500 meter. Hubungannya dengan batuan yang lebih tua (ultrabasa) dan
formasi yang lebih muda (Formasi Tingteng) adalah ketidakselarasan
sedangkan dengan satuan batugamping hubungannya menjemari.

8. Formasi Bacan; tersusun atas batuan Gunung Api berupa Lava, Breksi dan

Tufa sisipan Konglomerat dan Batupasir. Dengan adanya sisipan Batupasir
maka dapat diketahui umur Formasi Bacan yaitu Oligosen — Miosen Bawah.
Dengan batuan yang lebih tua (Formasi Dorosagu) dibatasi oleh bidang
sesar dan dengan batuan yang lebih muda (Formasi Weda) oleh bidang
ketidakselarasan. Setelah pengendapan miosen bawah bagian atas selesai,
terbentuk cekungan luas yang berkembang sejak Miosen Atas-Pliosen. Pada
cekungan tersebut diendapkanFormasi Weda, satuan konglomerat, dan
Formasi Tingteng.

9. Formasi Weda; terdiri dari Batupasir berselingan Napal, Tufa, Konglomerat
dan Batugamping. Berumur Miosen Tengah Awal — Pliosen. Bersentuhan
secara tidak selaras dengan Formasi Kayasa yang berumur lebih muda dan
hubungannya dengan Formasi Tingteng adalah menjemari.

10. Satuan Konglomerat; berkomponen batuan Ultrabasa, Basal, Rijang, Diorit
dan Batusabak. Tebalnya + 100 m, menutupi batuan Ultrabasa secara
tidakselaras berumur Miosen Tengah — Pliosen Awal.

11. Formasi Tingteng; tersusun oleh Batugamping hablur dan Batugamping
pasiran, sisipan Napal dan Batupasir. Berumur Miosen Akhir — Pliosen
Awal, tebal + 600 m. Setelah pengendapan Formasi Tingteng, terjadi
pengangkatan pada kuarter sebagaimana ditunjukkan oleh Batugamping
terumbu di pantai lengan timur Halmahera.

Secara geologi dan tektonik Halmahera cukup unik, karena pulau ini terbentuk
dari pertemuan 3 lempeng, yaitu Eurasia, Pasifik dan Indo-Australia yang terjadi
sejak zaman kapur. Di selatan Halmahera pergerakan miring sesar Sorong ke arah
barat bersamaan dengan IndoAustralia struktur lipatan berupa sinklin dan antiklin
terlihat jelas pada formasi Weda yang berumur Miosen Tengah-Pliosen Awal.
Sumbu lipatan berarah Utara-Selatan, Timur Laut - Barat Daya, dan Barat Laut-
Tenggara. Struktur sesar terdiri dari sesar normal dan sesar naik umumnya berarah
Utara-Selatan dan Barat Laut-Tenggara. Kegiatan tektonik dimulai pada Kapur Awal

dan Awal Tersier.
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Ketidakselarasan antara batuan berumur Paleosen-Eosen dengan batuan
berumur Eosenoligosen Awal, mencerminkan kegiatan tektonik sedang berlangsung
kemudian diikuti kegiatan gunung api. Sesar naik akibat tektonik terjadi pada jaman
Eosen- Oligosen. Tektonik terakhir terjadi pada jaman Holosen berupa pengangkatan
terumbu dan adanya sesar normal yang memotong batugamping. Perkembangan
tektonik pada lengan timur diperkirakan terjadi pada akhir Kapur dan awal Tersier.
Mandala lengan timur terdiri atas batuan tua ultrabasa dan serpih merah yang diduga
berumur Kapur terdapat dalam batuan sedimen Formasi Dorosagu yang berumur
PaleosenEosen.

Kegiatan tektonik lanjutan terjadi pada awal Eosen — Oligosen. Ini diketahui
dari ketidak selarasan antara Formasi Dorosagu dan Formasi Bacan (batuan vulkanik
berumur akhir Oligosen — Miosen Awal (Oligo-Miosen). Mandala Timur terdiri dari
hampir seluruhnya relatif batuan tua dibanding Mandala Barat. Pada Miosen Tengah,
Plio-Plistosen dan akhir Holosen terjadi kegiatan tektonik berupa perlipatan, sesar
naik secara intensif dengan arah utama UUT — SSB. Sesar normal berarah BUB —
TUT dan ini terjadi pada fase tektonik akhir, memotong semua sesar naik. Pada
Mandala Geologi Barat karakteristiknya jauh berbeda dari yang di jelaskan diatas.
Batuan tertua di daerah ini adalah Formasi Bacan berumur Oligo-Miosen, tersingkap
di ujung utara P. Halmahera dan sebagian P. Doi. Sesar yang dapat teramati adalah
sesar Normal. Katili (1980) dalam Bukunya “Geotectonic of Indonesia” membagi
kawasan Halmahera bagian utara menjadi dua zona yaitu: Lengan Mandala Timur
dinamakan zona subduksi dan Lengan Mandala Barat (utara) sebagai zona busur
magmatic.

Adapun Formasi geologi pada Kepulauan Sula merupakan bagian dari formasi
geologi Banggai-Sula yang merupakan serpihan benua. Pulau Taliabu dan Pulau
Sulabesi merupakan bagian dari deretan Kepulauan Banggai Sula, secara tektonik
merupakan bagian dari mintakat Banggai Sula (Metcalfe, 1990) atau benuamicro
(micro continent, Audley—Charles, dkk, 1972; Simanjuntak & Barber, 1996).
Kepulauan Sula merupakan hasil tumbukan dengan sistem penunjaman sepanjang
batas timur Paparan Sunda yang menghasilkan kerangka tektonik Indonesia Bagian
Timur (Silver, 1977, Hamilton 1979). Pulau ini diyakini berasal dari batas Utara
benua Australia (Klompe, 1954), yang terpisah pada akhir Mesozoikum atau hingga
Paleogen, dan terdorong disepanjang sesar besar Sorong yang di akibatkan oleh
pergerakan lempeng laut Filipina ( Mc Caffrey drr., 1981). Kepulauan Sula terpisah
menjadi dua sistem sesar, masing-masing Sesar Sula Utara dan Sesar Sula Selatan
Kepulauan Banggai-Taliabu-Mangole yang terpisah dengan pulau Sulabesi di
Selatannya. Bentuk pulau Taliabu-Mangole mencerminkan pergerakan sesar Sorong
yang berarah Barat Timur. Sementara Pulau Sulabesi-Sula yang berarah Utara
Selatan memotong tegak lurus kedua pulau tersebut.
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Susunan stratigrafi Pulau Taliabu terdiri dari runtunan batuan paling bawah
adalah Kompleks Batuan Malihan yang terdiri atas sekis, genes, amfibolit, filit,
argilit, dan kuarsit yang diduga ketebalan kompleks ini diduga lebih dari 1000 m.
Secara tak selaras di atas Kompleks Batuan Malihan diendapkan Formasi Menanga
yang terdiri atas perselingan batugamping hablur, batupasir malih, batusabak, dan
filit, dengan tebal satuan diperkirakan 1000 m diendapkan dalam lingkungan fluviatil
- laut dangkal.

Formasi Menanga ditindih tak selaras oleh Batuan Gunung Api Mangole yang
dikuasai breksi gunung api, tuf terkersikkan, dan ignimbrit. Terobos-an Granit
Banggai terdiri atas granit, diorite kuarsa, granodiorit, dan pegmatit yang berumur
Perem Akhir - Trias (Sukamto, 1975a,b,c). Secara tak selaras di atas batuan
Paleozoikum dan Trias diendapkan Formasi Bobong yang terdiri atas breksi,
konglomerat, dan batupasir kuarsa di bagian bawah, dan perselingan serpih dan
batulempung-batulumpur di bagian atas. Setempat terdapat lensa batugamping,
sisipan batulanau, bintal pirit, dan lapisan batubara. Berdasarkan fasies, runtunan
batuannya terdiri dari batubara menunjukkan bahwa satuan batuan Formasi Bobong
ini diendapkan dalam lingkungan fluviatil, peralihan, sampai laut dangkal, dan
diduga berumur Jura Awal — Tengah. Formasi Bobong tersebar luas di bagian barat,
utara dan timur Pulau Taliabu. Tebal formasi ini sekitar 2000 m (Supandjono &
Haryono, 1993), dan terlipat dengan kemiringan lapisan batuan rata-rata 20°-30°.
Secara selaras dan sebagian menjemari di atas Formasi Bobong diendapkan

Formasi Buya yang terdiri atas serpih bersisipan batupasir dan konglo-merat,
bintal batulempung gampingan, dan oksida besi. Keberadaan fosil foraminifera,
belemnit, dan amonit terutama dalam batuan serpih memberikan indikasi kisaran
umur Jura Tengah-Akhir. Lingkungan pengendapan Formasi Buya adalah
lingkungan laut dalam sampai peralihan; dan lingkungan laut dangkal, dalam, sampai
terbuka, dengan tebal diduga lebih dari 1000 m.

Formasi Buya secara selaras ditindih oleh Formasi Tanamu yang terdiri atas
napal, kelabu agak kecoklat- an, berlapis baik, dan tersebar di bagian timur dan utara
Pulau Taliabu. Surono & Sukarna (1993) menjumpai adanya batugamping kapuran
dan serpih pada seri napal Formasi Tanamu ini. Formasi ini berumur Kapur
(Supandjono & Haryono, 1993; Surono & Sukarna, 1993). Berdasarkan runtunan
napal yang berasosiasi dengan batugamping dan batupasir, maka lingkungan
pengendapan Formasi Tanamu adalah garis pantai-laut dangkal. Tebal satuan batuan
Formasi Tanamu sekitar 300 m. Secara tak selaras dan terpisah di atas Formasi
Tanamu diendapkan Formasi Salodik yang terdiri atas batugamping dan napal
(Surono & Sukarna, 1993), sedangkan di Pulau Mangole ada sisipan batupasir pada

runtunan batugamping.
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Sebaran Formasi Salodik di Pulau Taliabu dijumpai terutama di pantai utara

bagian timur dan bagian selatan; sedangkan di Pulau Sehu terdapat di seberang barat

Pulau Taliabu. Batugamping formasi ini berwarna kelabu terang yang sebagian

berlapis baik, sementara sisipan batupasir, dan napal, berwarna coklat, agak padat

dan agak keras, berlapis baik dengan ketebalan lapisan 1-10 cm.

Gambaran geologi di wilayah Provinsi Maluku Utara sebagaimana tersaji dalam

gambar berikut.

PETA GEOLOG PRO)

Gambar 2.6. Peta Geologi Wilayah Provinsi Maluku Utara
(Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2041)

Adapun kondisi tanah di wilayah Provinsi Maluku Utara menunjukkan sifat

yang berbeda di setiap bagian wilayahnya, mulai dari Morotai di bagian utara sampai

Sulabesi di selatan. Kondisi ini disebabkan oleh faktor iklim, yaitu curah hujan dan

suhu yang tinggi, serta struktur geologi di setiap wilayah. Penyebaran dan jenis tanah

di Provinsi Maluku Utara, sebagai berikut.

a) Jenis tanah Mediteran terdapat di Pulau Morotai bagian barat — timur -

selatan; Pulau Doi, Kecamatan Loloda;

b) Jenis tanah Podsolik merah kuning Terdapat di Pulau Halmahera, dari utara

ke selatan, Tobelo, Ibu, Obi bagian timur, Sanana, Pulau Taliabu, Wasile,

Oba, Weda dan Maba;
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c) Jenis tanah Kompleks terdapat di Pulau Morotai bagian barat dan timur,
Obi bagian tengah, Pulau Halmahera bagian tengah sampai timur;

d) Jenis tanah Latosol terdapat di Loloda, Galela, Jailolo bagian selatan, Gane
Timur, Gane Barat, Bacan Oba, Wasile, Weda dan Maba;

e) Jenis tanah Regosol terdapat di Loloda, Galela, Sahu, Kao, Pulau Ternate,
Pulau Makian, Pulau Obi di pesisir utara;

f)  Jenis tanah Aluvial terdapat di Pulau Obi bagian barat dan Pulau Taliabu.

Gambar berikut menyajikan peta jenis tanah di wilayah kepulauan Provinsi
Maluku Utara.

FEMERINTAH PROVINS! MALUKU UTARA |
DRAFT RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINGI MALUKU UTARA TAHUN 2013 - 2033
PETA JEMIS TANAH
PROVINSI MALUKU UTARA

\

e sEEuRy

Gambar 2.7. Peta Jenis Tanah Di Wilayah Provinsi Maluku Utara
(Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2041)

D) Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi Provinsi Maluku Utara dipengaruhi oleh sifat iklim regional,
di samping sifat-sifat fisik wilayah/tanah, hutan, dan lingkungan. Sumberdaya air di
Provinsi Maluku Utara meliputi curah hujan, danau, sungai, air tanah dalam (mata
air). Provinsi Maluku Utara memiliki banyak sumber air seperti mata air, telaga,
sungai dan sumber air lainnya. Beberapa sumber air tersebut banyak dimanfaatkan
oleh masyarakat sebagai air minum dan sebagai irigasi untuk lahan pertanian.
Sejumlah danau di Provinsi Maluku Utara yang tersebar di beberapa kabupaten,
sebagaimana tersaji pada Tabel di halaman berikut.
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Tabel 2.10. Nama-nama Danau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

No Kabupaten/Kota Nama Danau
1 Halmahera Barat Rano, Takuoko, Todoke
2 | Halmahera Tengah Sagea
3 | Kepulauan Sula -
4 | Halmahera Selatan -
5 Halmahera Utara Paca, Galela, Makate, Kapupu, Peke, Lina, Sika
6 | Halmahera Timur Bibeb — Bicoli
7 | Ternate Tolire, Laguna Fitu
8 | Pulau Morotai -
9 | Tidore Kepulauan Talaga
10 | Taliabu -

Sumber : Maluku Utara Dalam Angka 2014

Sungai-sungai yang ada di Provinsi Maluku Utara berikut cabang-cabang dan
anak-anak cabangnya memiliki tingkat kerapatan yang tinggi dan secara merata
melingkupi seluruh wilayah provinsi. Kondisi topografi dengan kemiringan
permukaan lahan yang terjal dan kerusakan lingkungan membuat air hujan tidak
bertahan, menimbulkan fluktuasi debit aliran yang tidak menguntungkan. Pada
musim penghujan aliran air sungai-sungai berlimpah namun hanya berlangsung
dalam waktu relatif pendek sehingga daya gunanya kecil, namun di sisi lain dapat
menimbulkan bahaya banjir terutama di daerah-daerah hilir. Pada musim kemarau
aliran sungai-sungai sangat kecil, bahkan kering. Terdapat 97 sungai yang sebagian
besar bermata air di daerah pegunungan, sedangkan lainnya dari mata air di lereng-
lereng yang letaknya lebih rendah. Selain air hujan, sungai tersebut juga menampung
aliran air dari telaga/embung/sumber-sumber yang banyak terdapat di daerah
hulunya. Sungai Ake Rica merupakan sungai terpanjang di Provinsi Maluku Utara,
yaitu 75 km yang merupakan aliran sungai Laiwui. Tabel berikut menyajikan nama-
nama sungai di Provinsi Maluku Utara.

Tabel 2.11. Nama-nama Sungai di Provinsi Maluku Utara

No Nama Sungai Panjang Aliran Sungai No. Nama Sungai Panjang  Aliran
(Km) (Km) Sungai
1 Ake Togorara 5 Ternate Utara 49  Ake Torogan 20 Oba
2 Ake Takome 4.8 Pulau Ternate 50  Ake Kao 50 Kao
3 Ake Kolebatie 5 Pulau Ternate 51  Ake Dora 20 Kao
4 Ngurah Pilatu 3.7 Pulau Ternate 52  Ake Bong 12 Kao
5 Hawa Madeho - Pulau Ternate 53  Ake Tum 14 Kao
6 Tobololo 8.2 Pulau Ternate 54  Ake Mawae 13 Kao
7 Dufa-dufa L.5 Ternate Utara 55  Ake Tuba 8 Tobelo
8 Sangaji 2.2 Ternate Utara 56  Ake Mede 15 Tobelo
9 Sabia Besar 2.5 Ternate Utara 57  Ake Togawa 16 Tobelo
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No Nama Sungai Panjang Aliran Sungai No. Nama Sungai Panjang  Aliran
(Km) (Km) Sungai
10 Soasio 2.8 Ternate Utara 58  Ake Dolady 10 Tobelo
11 Marikurubu 35 Kota Ternate 59  Ake Ibu 7 Tobelo
12 Toboko 1.2 Kota Ternate 60  Ake Lamo 30 Jailolo
13 Ake Telolo 1.8 Kota Ternate 61  Ake Diati 8 Jailolo
14 Ake Bastiong 1.6 Kota Ternate 62  Ake 16 Akelamo
15  Srobo 2.1 Ternate Selatan 63  Ake Mangura 14 Mafa
16 Kalumata 1.1 Ternate Selatan 64  Ake Luing 2.5 Akelamo
17  Fitu 1.2 Ternate Selatan 65  Ake Fati 15 Lawui
18  Gambesi 1.3 Ternate Selatan 66  Ake Fluk 10 Lawui
19  Sasa Kecil 1.3 Ternate Selatan 67  Ake Widi Besar 60 Lawui
20  Sasa Besar 1.5 Ternate Selatan 68  Ake Rica 75 Lawui
21 Kastela 2.8 Ternate Selatan 69  Ake Ori 6 Lawui
22 Tiley 7.5 Daruba 70  Ake Baru 12 Lawui
23 Sabatani 12.5 Daruba 71  Ake Kawasi 20 Lawui
24 Bomban 19 Daruba 72 Ake Lower 11 Lawui
25  Tawakale 5 Daruba 73  Tabopoma 18.5 Bacan
26  Hawa Madeho 25 Daruba 74  Bibinoi Kecil 21 Bacan
27  Tobololo 15 Daruba 75  Bibinoi Besar 24 Bacan
28  Ake Pariama 17 Wasile 76  Songa 21 Bacan
29  Ake Soalat 15 Wasile 77  Wayaua 22 Bacan
30 Ake Subaim 12 Wasile 78  Tawale 8.3 Bacan
31  Ake Mancalele 8 Wasile 79  Sayoa 26 Bacan
32 Ake Opyang 22 Wasile 80  Sawadai 8.8 Bacan
33 Ake Tulling 22 Wasile 81  Panamboang 9.2 Bacan
34 Ake Lolobata 12 Wasile 82  Toakona 9 Bacan
35  Ake Gagaeli 18 Wasile 83  Gandasuli 18.6 Bacan
36  Ake Pamalango 42 Maba 84  Kupai 16.4 Bacan
37  Ake Onat 45 Maba 85 Mandaong 21.5 Bacan
38 Ake Gan 10 Maba 86  Sungera 23 Bacan
39  Ake Sangaji 60 Maba 87  Awanggo 24 Bacan
40  Ake Terwele 23 Maba 88  Amasing Kali 16.4 Bacan
41  Ake Wali 28 Maba 89  Galela 6 Bacan
42 Ake Annas 25 Patani 90 Tabalema 15 Bacan
43 Ake Kobe 17 Weda 91  Tabamoi 21 Bacan
44  Ake Magata 7.5 Weda 92  Akedabo 7.5 Bacan
45  Ake Tilope 17 Weda 93  Sumae 13.5 Bacan
46  Ake Bale 26 Oba 94  Kaputusang 17.3 Bacan
47  Ake Lamo 13 Oba 95  Nondang 16.5 Bacan
48  Ake Oba 12 Oba 96  Geti Baru 19.5 Bacan
97  Goro-goro 22.5 Bacan

Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2033
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Terdapat 3 (tiga) wilayah sungai (WS) lintas kabupaten/kota di Provinsi Maluku
Utara, yaitu WS Halmahera Selatan yang mencakup 265 Daerah Alirah Sungai
(DAS), WS Halmahera Utara yang mencakup 130 DAS, dan WS Kepulauan Sula-
Obi yang mencakup 184 DAS. Berdasarkan data tahun 2017 dari Direktorat jenderal
Sumber Daya Air Kementerian PUPR, total potensi ketersediaan air di ketiga WS
mencapai 29,19 milyar M3/tahun dan pada debit andalan (Q80) sebesar 18,19
M3/tahun. Potensi terbesar berasal dari WS Halmahera Selatan yang meliputi Water
Distrik (WD) Ake Kobe, Ake Soa Sangadji, Halmahera Selatan, dan Kepulauan
Bacan, dengan total potensi sebesar 15,6 milyar M3/tahun dan (Q80) sebesar 9,69
milyar M3/tahun. Selengkapnya disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.12. Potensi Ketersediaan Air Pemukaan
Menurut Wilayah Sungai Di Provinsi Maluku Utara

Q (M3/Tahun) Q80 (M3/Tahun)

Wilayah Sungai/Water Distrik Luas

(Ha)

WS HALMAHERA SELATAN 15.675,84 15.643.117.440 9.698.896.800
WD Ake Kobe 4.748,05 5.116.085.280 3.242.531.520
WD Ake Soa Sangadji 6.384,82 7.112.629.440 4.366.474.560
WD Halmahera Selatan 1.730,07 1.572.700.320 1.035.326.880
WD Kepulauan Bacan 2.812,90 1.841.702.400 1.054.563.840

WS HALMAHERA UTARA 8.205,75 7.425.781.920 4.876.727.040
WD Halmahera Utara 5.631,34 5.196.817.440 3.507.118.560
WD Morotai 2.344,53 2.044.794.240 1.275.631.200
WD Ternate 108,94 85.462.560 48.250.080
WD Tidore 120,94 98.707.680 45.727.200

WS KEPULAUAN SULA-OBI 7.584,12 6.124.291.200 3.617.494.560
WD Kepulauan Obi 2.816,19 2.538.648.000 1.369.923.840
WD Kepulauan Sula 4.767,93 3.585.643.200 2.247.570.720

TOTAL 31.465,71 29.193.190.560 18.193.118.400

Sumber : Ditjen SDA Kementerian PUPR, 2017

Di WS Halmahera Utara terdapat 6 bendung untuk layanan irigasi dan 3
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang tersebar di 8§ DAS dengan
ketersediaan air aktual untuk 8 DAS tersebut sebesar 5,54 m3/s atau setara dengan
174,71 juta m3/tahun. Di WS Halmahera Utara juga terdapat satu bendungan yaitu
bendungan Gosowong milik PT. Nusa Halmahera Mineral dengan volume 4.970.000
m3. Berdasarkan perhitungan neraca air aktual menunjukkan bahwa tanpa
memasukkan aliran pemeliharaan WS Halmahera Utara masih dalam kondisi
Surplus, akan tetapi jika memasukkan aliran pemeliharaan maka WS Halmahera
Utara sudah mengalami kekurangan air.
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Kondisi kekurangan air mengakibatkan indeks pemakaian air dengan aliran
pemeliharaan masuk pada kategori kritis berat dimana kebutuhan air sudah melebihi
ketersediaan air, sedangkan tanpa memasukkan aliran pemeliharaan, indeks
pemakaian air sudah masuk pada kategori kritis sedang dimana kebutuhan air sudah
50% lebih dari ketersediaan air-nya. Perhitungan indeks ketersediaan air perkapita
menunjukkan bahwa hanya dengan mempertimbangkan ketersediaan air aktual maka
WS Halmahera Utara masuk pada kondisi kelangkaan mutlak, dimana pembagian air
perkapita dari ketersediaan air aktual dibawah 500 juta m3/tahun-nya. Di WS
Halmahera Utara, terjadi penyusutan kawasan lindung/hutan alam di Kabupaten
Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kota Ternate
dan Kota Tidore Kepulauan. Penyusutan kawasan lindung terjadi karena alih fungsi
lahan, dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya, dan kawasan pemukiman.
WS Halmahera Utara seluas 8.213,77 km2, terdiri dari 155 pulau, 0,67 persen
daripadanya dalam kondisi tidak kritis. Selebihnya atau 99,33 persen dalam kondisi
kritis dalam kriteria: sangat kritis 3,22 persen, kritis 18,37 persen, agak kritis 52,67
persen, dan potensial kritis 25,06 persen. Selain itu, terjadi pembuangan limbah
pertambangan, sehingga menimbulkan konflik antara penambang/perusahaan
pertambangan dengan masyarakat tempatan di Kabupaten Halmahera Utara,
Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Morotai.

Sementara di WS Halmahera Selatan, secara keseluruhan (265 DAS) kondisi
Neraca Air masih mencukupi dengan total kebutuhan air 56,107 m3/detik dan 83,117
m3/detik berturut turut tanpa dan dengan aliran pemeliharaan sedangkan ketersediaan
air total Wilayah Sungai Halmahera Selatan adalah 270,39 m3/detik. Di WS
Halmahera Selatan, erosi dan sedimentasi merupakan salah satu permasalahan yang
mengancam kelestarian fungsi Sumber Daya Air serta keberlangsungan manfaat
yang diperoleh dari upaya pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Air yang
telah dilaksanakan. Total lahan kritis di WS Halmahera Selatan mulai kategori
potensial kritis, kritis hingga sangat kritis pada saat ini mencapai 1.219.252,68 ha
(77,7% dari luas total WS sebesar 1.569.262 ha), akibat proses erosi yang berlanjut
dan kerusakan vegetasi.

Selain air sungai dan air hujan, air tanah juga merupakan salah satu sumber
daya air daerah. Aliran air tanah disebut Cekungan Air Tanah (CAT) yang
didefinisikan sebagai suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat
semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbunan, pengaliran dan pelepasan
air tanah berlangsung. Berdasarkan pengertian tersebut, wilayah Provinsi Maluku
Utara memiliki 25 CAT, dengan 5 CAT kategori lintas kabupaten/kota dan 20 CAT
kategori kabupaten/kota. Gambar di halaman berikut menyajikan peta cekungan air
tanah di Provinsi Maluku Utara.
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Gambar 2.8. Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Maluku Utara
(Sumber : Kementerian ESDM)

Gambaran luas dan potensi debit masing-masing CAT sebagaimana tersaji
dalam Tabel berikut.

Tabel 2.13. Potensi Cekungan Air Tanah Di Provinsi Maluku Utara

. Jumlah Air Tanah Kategori CAT
No. Cekungan Air Tanah (CAT) [juta m3/tahun] Prov. g Kab./Kota
CAT Luas Bebas Tertekan

Nama Km’ @D (@ b ¢
314 | Ternate 106 112 33 X
315 | Tidore 108 114 34 X
316 | Daruba-Bere-Bere 486 382 - X
317 | Posi-Posi 58 46 130 X
318 | Galela 704 340 113
319 | Tobelo 763 419 125 X
320 | Ibu 756 454 249
321 | Kau 1941 647 215
322 | Jailolo-Sidangoli 1576 531 177
323 | Payahe 95 75 - X
324 | Mafa 178 100 - X
325 | Sagea 95 54 - X
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. Jumlah Air Tanah Kategori CAT
No. Cekungan Air Tanah (CAT) [juta m3/tahun] Prov. g Kab./Kota
CAT Luas Bebas Tertekan
Nama Km’ @D (@) b ¢
326 | Wasile 565 622 - X
327 | Akelamo 362 91 - X
328 | Patani 753 423 - X
329 | Kasiruta 259 91 - X
330 | Mandioli 162 57 - X
331 | Labuha 166 44 15 X
332 | Lansa 79 15 10 X
333 | Wusi 74 26 - X
334 | Bisa 157 55 - X
335 | Taino 56 20 - X
336 | Sesepe 159 56 - X
337 | Jobubu 71 25 - X
338 | Sanana 97 34 - X
Total 9.826 4.833 1.101 5 20

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, 2022

Selain itu juga terdapat berbagai mata air dengan debit yang bervariasi antara
0.1 s/d 500 liter/detik. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14. Potensi Debit Mata Air di Provinsi Maluku Utara

No. Nama Mata Air Kecamatan ]()lzl;tl)t No. Nama Mata Air Kecamatan ]()lzl;tl)t
1 Jebubu Morotai Selatan 0,5 67 Maupo Patani 5,0
2 Samson Morotai Selatan 6,0 68 Bondil Patani 5,0
3 Gaji Morotai Selatan 0,1 69 Bondi2 Patani 5,0
4  Tanjung Batu  Morotai Selatan 1,0 70 Yeisowo Patani 5,0
5  Sangawo Morotai Selatan 0,1 71  Giplun Patani 0,5
6  Cocobubu Morotai Selatan 70 72 Dodinga Oba Utara 0,5
7  Akemahutu Morotai Selatan 35,0 73  Air Bak Oba Utara 0,1
8 Yao Morotai Utara 35,0 74  A. Pancuran Oba Utara 2,5
9  Air Jebubu Morotai Utara 4,0 75  Air Sagu Oba Utara 2,0
10  Bere Mahutu Morotai Utara 4,0 76  A. Durian Oba Utara 0,1
11  Laoumaake Morotai Utara 1,0 77  A.P. Merah Oba Utara 0,6
12 Aru Morotai Utara 18,0 78 Toe Oba Selatan 0,2
13  Lalum Morotai Utara 25,0 79  Akesafi Oba Selatan  200,0
14  Roringosa Morotai Utara 30,0 80 Besimeiho Oba Selatan 0,5
15 Lepalamo Morotai Utara 20,0 81  Gosale Oba Selatan 0,2
16 Cobubu Morotai Utara 12,0 82  Ake Mafu Oba Selatan 2,0
17 Lodo Morotai Utara 15,0 83  Ake Lelei Oba Selatan 10,0
18 Boku Morotai Utara 20,0 84  Ake Sangkole Wasile 20,0
19 Losua Morotai Utara 5,0 85  Air lelewi Wasile 0,1

20  Tatadi Morotai Utara 20,0 86  Lolobata Wasile 100,0
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No. Nama Mata Air Kecamatan ]()lzl;tl)t No. Nama Mata Air Kecamatan ]()lzl;tl)t
21  Teto sokiki Morotai Utara 4,0 87 Batu Lubang Kobe 200,0
22 Gogomu Morotai Utara 10,0 88 Babang Bacan 0,1
23  Memeta 1 Morotai Utara 10,0 89  Sayoang Bacan 7,0
24  Memeta 2 Morotai Utara 20,0 90 Penambung Bacan 2,0
25 Sagu Morotai Utara 0,2 91 Gersial Bacan 1,0
26 Cendana Morotai Utara 2,0 92  Gersia 2 Bacan 2,0
27 Hapol Morotai Utara 5,5 93  Kupal Bacan 3,0
28 Hapo2 Morotai Utara 2,0 94  Arab Bacan 10,0
29  Damar Morotai Utara 10,0 95 Panas Kupal Bacan 0,1
30 Madola Morotai Utara 0,2 96 Kupal I Bacan 2,0
31 Bola Waro Morotai Utara 0,5 97 Panas Il Bacan 5,0
32  Maloko Morotai Utara 15,0 98 Beringin | Bacan 2,0
33 Sosaikul Ibu 100,0 99 Waymika Bacan 0,5
34  Sosaiku 2 Ibu 500,0 100 Air Jebubu 1 Bacan 15,0
35 Pancuran Ibu 10,0 101  Arumamamng Bacan 0,1
36 Akeboso Ibu 300,0 102 Sengga 1 Bacan 0,2
37  Goiu Ibu 0,5 103 Sengga 2 Bacan 0,1
38  Tuladi Ibu 0,2 104  Air Jejubu 2 Bacan 0,2
39 Kawao Sahu 0,5 105 Air Rota Bacan 0,1
40 Gamkonora Sahu 500,0 106  Air Tumbuh 1 Bacan 3,0
41  Duter Jailolo 200,0 107  Air Tumbuh 2 Bacan 0,4
42 Gurutu Jailolo 100,0 108 Indari 1 Bacan 2,0
43  Golo Jailolo 30,0 109 Indari 2 Bacan 0,1
44  Aketola Jailolo 500,0 110 Ahadao Bacan 11,0
45 Rugasi Jailolo 1,0 111  Air lelewi Bacan 35,0
46  Jailolo Jailolo 300,0 112 Telaga Biru Bacan 40,0
47  Gurango Jailolo 400,0 113 Air Kubung Bacan 2,0
48  Sahu Kao 5,0 114 Dolik 1 Gane Barat 1,0
49  Kupa-kupu Tobelo 7,0 115 Jebubu Dolik Gane Barat 3,0
50 Akedewuwu 1 Tobelo 40,0 116 Bublo Saketa Gane Barat 1,0
51 Akedewuwu 2 Tobelo 10,0 117 Hahal Gane Barat 0,2
52 Ake Banten 1 Ternate 2,0 118 Lamo Gane Barat 3,0
53  Ake Banten 2 Ternate 0,1 119  Cengo Gane Barat 3,0
54  Ake Gale Ternate 60,0 120 Jebubu Gumira Gane Barat 3,0
55 Ake Gale 2 Ternate 15,0 121 Jebubu Batula  Gane Barat 2,0
56  Ake Santoso Ternate 1,8 122 Hafo Gane Barat 1,0
57  Air Tefe-tege Ternate 5,1 123 Posi-posi Gane Barat 0,5
58  Akerica Ternate 5,0 124 Doro Gane Timur 5,0
59  Ake Minta Ternate 0,2 125 Lemo-lemo 1 Gane Timur 12,5
60 Tubo Ternate 0,2 126 Lemo-lemo2  Gane Timur 1,0
61 Ganefo Ternate 5,0 127 Usaha baru Gane Barat 8,0
62  Ake Sahu 1 Tidore - 128 Bidomelaku Gane Barat 10,0
63  Ake Sahu 2 Tidore 0,2 129 Tabmasa Gane Barat 0,2
64  Seli Tidore 3,0 130 Papaceda Gane Barat 1,0
65  Oerabo Patani 0,2 131 Ohal Gane Barat 2,0
66 Wailolo Patani 1,0 132 Oha2 Gane Barat 2,0

Sumber : Buku Data dan Analisis RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2023
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E) Penutupan Lahan

Penutupan lahan merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan area
tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau bentang
buatan (UU No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial). Penutupan lahan dapat
pula berarti tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan
merupakan hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada
jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun
perawatan pada areal tersebut (SNI 7645, 2010).

Penafsiran untuk penutupan lahan vegetasi dibagi kedalam dua klasifikasi utama
yaitu areal berhutan dan areal tak berhutan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan 2018, di wilayah kepulauan Provinsi Maluku Utara, penutupan lahan
berhutan seluas 64,2% dari total luas wilayah Provinsi Maluku Utara, diantaranya
Hutan Lahan Kering Primer sebesar 10,42%, Hutan Lahan Kering Sekunder sebesar
51,03%, Hutan Mangrove Primer sebesar 0,88%, Hutan Mangrove Sekunder sebesar
0,57%%, Hutan Rawa Sekunder sebesar 0,13% dan Hutan Tanaman sebesar 1,17%.
Penutupan lahan tak berhutan sebesar 35,8% dari total luas wilayah Provinsi Maluku
Utara, didominasi oleh jenis Pertanian lahan kering campur sebesar 18,58%, Belukar
sebesar 10,16%, dan Pertanian Lahan Kering sebesar 4,76%. Terkecuali Kabupaten
Halmahera Utara dan Kota Ternate dengan rasio luasan tutupan lahan berhutan di
bawah 50%, delapan kabupaten/kota yang lain memiliki rasio tutupan lahan berhutan
di atas 50% terhadap luas wilayah masing-masing kabupaten/kota. Wilayah
kabupaten/kota dengan rasio luasan tutupan hutan terbesar adalah Halmahera Timur
sebesar 76,96%, Halmahera Tengah sebesar 73,94%, dan Tidore Kepulauan sebesar
69,30%. Ketiga kabupaten/kota sebagaimana diketahui merupakan lokasi Taman
Nasional (TN) Aketajawe. Di kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah,
rasio tutupan lahan berhutan untuk kelas penutupan lahan Hutan Lahan Kering
Primer dan Hutan Lahan Kering Sekunder mencapai lebih dari 70 persen dari total
luas wilayah masing-masing kabupaten. Kota Ternate merupakan wilayah dengan
rasio tutupan lahan berhutan paling kecil, yaitu sebesar 31,06% dari total luas
wilayahnya yang hanya sebesar = 16 ribu Ha. Luasan tutupan lahan non hutan di
Kota Ternate didominasi oleh Pertanian Lahan Kering Campur sebesar 47,31% dan
Pertanian Lahan Kering sebesar 6,75%. Adapun wilayah Kabupaten dengan rasio
tutupan lahan non hutan untuk kelas penutupan lahan Pertambangan terbesar, yaitu
Halmahera Timur sebesar 0,22%, Halmahera Selatan sebesar 0,15% dan Halmahera
Tengah sebesar 0,12%. Di ketiga wilayah sebagaimana diketahui merupakan pusat
dari industri pertambangan Nikel Maluku Utara.

Peta, kelas dan distribusi luasan Penutupan Lahan Provinsi Maluku Utara yang
dirinci menurut kabupaten/kota selengkapnya dapat dilihat pada peta dan tabel di
halaman berikut.
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PETA PENUTUPAN LAHAN PROVINSI MALUKU UTARA

Kelas Penutupan Lahan Keterangan

Badan Air
B Bandara/ Pelabuhan
ElBelukar
ElBelukar Rawa
ElHutan Lahan Kering Primer
B Hutan Lahan Kering Sekunder
ElHutan Mangrove Primer
I Hutan Mangrove Sekunder
EHutan Rawa Sekunder
B Hutan Tanaman
I Pemukiman
I Perkebunan
Bl Pertambangan
i Pertanian Lahan Kering
Pertanian Lahan Kering Campur
ElRawa
Bl Sawah
I Tambak
B Tanah Terbuka
I Transmigrasi

== Batas Kabupaten/Kota

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

N

0 12525 50 75 100
[ = = e G
Skala 1:3.250.000
SISTEM KOORDINAT REFERENSI

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 1984)

Sumber Peta:
1. Peta Penutupan Lahan Provinsi Maluku Utara Skala 1:250 000, P3E SUMA, KLHK 2017
2. Peta Batas Administrasi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

INDONESIA

Gambar 2.9. Peta Penutupan Lahan Provinsi Maluku Utara
(Sumber : Materi Teknis RPPLH Provinsi Maluku Utara, 2020)
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Tabel 2.15. Luas Kelas Penutupan Lahan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

Luas (Ha

No Penutupan Lahan HalBar  HalSel HalTeng Haltim Halut Kepsu(l : Morotai Taliabu  Ternate Tikep Malut
1 Badan Air 205,6 1.385,3 155,5 - 253,7 10,4 5,1 231,6 24,5 - 2.271,7
2 Bandara/ Pelabuhan - 24,7 21,5 27,9 87,6 25,3 113,7 - 89,8 - 390,5
3 Belukar 9.801,1 110.174,2 17.303,2 49.507,0 26.612,8 34.431,1 26.176,5 33.643,4 300,7 12.172,2 320.122,1
4  Belukar Rawa 295,0 1.585,0 3,8 166,8 1.162,4 329,0 22,1 1.112,9 24,6 21,8 4.723,2
5 Hutan Lahan Kering Primer 14.276,5 34.219,7 22.074,2 178.344,3 17.466,4 1.157,1 34.808,3 26.067,5 - - 328.413,8
6  Hutan Lahan Kering Sekunder 93.863,1 471.991,4 142.522,8 297.484,5 142.776,3  82.237,1 109.773,9 147.617,3 4.940,2 114.715/4 1.607.921,9
7  Hutan Mangrove Primer 2.755,2  9.856,1 1.628,8 4.186,8 2.335,8 8485 914,9 3.558,0 5,3 1.642,0 27.731,3
8  Hutan Mangrove Sekunder 919,6  7.157,8 1.115,5 2.609,9 1.241,7 556,4 1.132,9 2.921,3 88,2 316,6 18.059,9
9  Hutan Rawa Sekunder - - 64,9 - 3.996,0 - - 160,0 - - 4.220,9
10  Hutan Tanaman - - - 147418 - 9.950,2 - 12.082,8 - - 36.774,8
11 Pemukiman 1.876,9  2.500,5 907,9 1.660,2 3.059,3 1.820,2 1.293,0 1.064,0 1.623,6 1.869,5 17.675,0
12 Perkebunan - 25442 119,7 - 2.096,4 - - - - - 4.760,3
13 Pertambangan - 1.194,8 279,6 1.442,8 365,6 - - 280,6 - - 3.563,5
14 Pertanian Lahan Kering 4.854,9 37.394,4 9.034,0 32.522,3 33.556,8 10.163,6  4.870,4 11.1382 1.094,3 5.287,6 149.916,5
15  Pertanian Lahan Kering Campur ~ 88.339,0 129.573,6 21.328,3 45.324,8 109.415,3 37.514,0 54.388,0 60.149,5 7.666,1 31.919,0 585.617,5
16 Rawa - 41,4 - - - - 47,7 11,3 - - 100,4
17 Sawah - 290,1 676,9 4.734,5 9533 - 256,9 - - 68,6 6.980,3
18  Tambak 35,7 - - - - - - - - - 35,7
19  Tanah Terbuka 294,6  4.5374 8.127,1 11.827,7 871,4 133,6 334,5 443,1 347,2 208,4 27.125,0
20  Transmigrasi 106,7 864,9 1.038,4 1.695,9 921,9 9,0 - - - 131,0 4.767,9
Total 217.623,8 815.335,6 226.402,1 646.277,1 347.172,6 179.185,5 234.137,8 300.481,4 16.204,5 168.352,0 3.151.172,4

Keterangan:

HalBar (Kab. Halmahera Barat); HalSel (Kab. Halmahera Selatan); HalTeng (Kab. Halmahera Tengah); Haltim (Kab. Halmahera Timur); Halut (Kab. Halmahera Utara);
Kepsul (Kab. Kepulauan Sula); Ternate (Kota Ternate); Tikep (Kota Tidore Kepulauan); Morotai (Kab. Pulau Morotai); Taliabu (Kab. Pulau Taliabu); Malut (Provinsi Maluku Utara)

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2-26



[ RKPD PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024

Tabel 2.16. Distribusi Luas Kelas Penutupan Lahan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

No Penutupan Lahan Distribusi ()
HalBar  HalSel HalTeng Haltim Halut Kepsul Morotai Taliabu  Ternate Tikep Malut
1 Badan Air 0,09% 0,17% 0,07% - 0,07% 0,01% 0,00% 0,08% 0,15% - 0,07%
2 Bandara/ Pelabuhan - 0,00% 0,01% 0,00% 0,03% 0,01% 0,05% - 0,55% - 0,01%
3 Belukar 4,50%  13,51% 7,64% 7,66% 7,67% 19,22%  11,18% 11,20% 1,86% 7,23% 10,16%
4  Belukar Rawa 0,14% 0,19% 0,00% 0,03% 0,33% 0,18% 0,01% 0,37% 0,15% 0,01% 0,15%
5 Hutan Lahan Kering Primer 6,56% 4,20% 9,75%  27,60% 5,03% 0,65%  14,87% 8,68% - - 10,42%
6  Hutan Lahan Kering Sekunder 43,13%  57,89%  62,95%  46,03%  41,13% 45,89%  46,88%  49,13% 30,49%  68,14% 51,03%
7  Hutan Mangrove Primer 1,27% 1,21% 0,72% 0,65% 0,67% 0,47% 0,39% 1,18% 0,03% 0,98% 0,88%
8  Hutan Mangrove Sekunder 0,42% 0,88% 0,49% 0,40% 0,36% 0,31% 0,48% 0,97% 0,54% 0,19% 0,57%
9  Hutan Rawa Sekunder - - 0,03% - 1,15% - - 0,05% - - 0,13%
10 Hutan Tanaman - - - 2,28% - 5,55% - 4,02% - - 1,17%
11 Pemukiman 0,86% 0,31% 0,40% 0,26% 0,88% 1,02% 0,55% 0,35% 10,02% 1,11% 0,56%
12 Perkebunan - 0,31% 0,05% - 0,60% - - - - - 0,15%
13 Pertambangan - 0,15% 0,12% 0,22% 0,11% - - 0,09% - - 0,11%
14 Pertanian Lahan Kering 2,23% 4,59% 3,99% 5,03% 9,67% 5,67% 2,08% 3,71% 6,75% 3,14% 4,76%
15  Pertanian Lahan Kering Campur ~ 40,59%  15,89% 9,42% 7,01%  31,52% 20,94%  2323%  20,02%  47,31% 18,96% 18,58%
16 Rawa - 0,01% - - - - 0,02% 0,00% - - 0,00%
17 Sawah - 0,04% 0,30% 0,73% 0,27% - 0,11% - - 0,04% 0,22%
18 Tambak 0,02% - - - - - - - - - 0,00%
19  Tanah Terbuka 0,14% 0,56% 3,59% 1,83% 0,25% 0,07% 0,14% 0,15% 2,14% 0,12% 0,86%
20  Transmigrasi 0,05% 0,11% 0,46% 0,26% 0,27% 0,01% - - - 0,08% 0,15%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Keterangan:

HalBar (Kab. Halmahera Barat); HalSel (Kab. Halmahera Selatan); HalTeng (Kab. Halmahera Tengah); Haltim (Kab. Halmahera Timur); Halut (Kab. Halmahera Utara);
Kepsul (Kab. Kepulauan Sula); Ternate (Kota Ternate); Tikep (Kota Tidore Kepulauan); Morotai (Kab. Pulau Morotai); Taliabu (Kab. Pulau Taliabu); Malut (Provinsi Maluku Utara)
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F) Potensi Wilayah

Potensi wilayah hadir karena adanya kekayaan atau keunggulan sumber daya
alam yang ada di suatu wilayah yang bisa dikembangkan, dimanfaatkan, dan
digunakan oleh manusia. Maluku Utara adalah salah satu daerah di Indonesia yang
memiliki kelimpahan ragam potensi sumber daya alam yang luar biasa karena iklim,
kondisi geologi, dan luasnya laut. Potensi-potensi sumber daya alam paling potensial
di Maluku Utara, antara lain hutan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta energi
dan sumber daya mineral.

Hutan, Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara berdasarkan SK Menteri
Kehutanan Nomor SK 302/Menhut-11/2013 adalah 2.511.781 ha. Berdasarkan fungsi,
kawasan hutan Provinsi Maluku Utara terdiri dari Hutan Suaka Alam (HSA) seluas +
219.012 Ha, Hutan Lindung (HL) seluas + 578.998 ha, Hutan Produksi Terbatas
(HPT) seluas + 675.732 ha, Hutan Produksi tetap (HP) seluas + 485.323 Ha, serta
Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas + 552.716 ha. Disamping itu, di luar kawasan
hutan terdapat Areal Penggunaan Lain (APL) seluas + 642.572 ha. Rincian Luas
Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara menurut fungsi yang dijabarkan per
Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.17. Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013

No Kabupaten/ Kawasan Hutan (KH) Bukan Total

Kota KH (Ha)
HSA HL HPT HP HPK Jumlah \p)

j Hatmahera 08 7293 2323 273 5608 15504 7133 22637
Barat

, Halmahera 160,7 3374 6329 2709 4291 18309 4641 22950
Tengah

3 Isifg“la“a“ 210 2993 3540 3209 3684 13636 4246 1.7882

g MHalmahera —h o) 3103 17869 18739 12775 66761 14340 8.110,1
Selatan

5 Halmahera - 7918 7008 2203 772,01 24850 9042 3.389.3
Utara

¢ Halmahera 9439 8856 20856 7719 6775 53644 1.110,7 6475,
Timur

7 Pulan - 9323 5648 - 4281 19252 4212 23465
Morotai

g Pulau 1,1 2210 1051 13628  643,7 24437 5628 3.006,5
Taliabu

9 Temate - 440 - 52 542 1035 60,7 1642

jo Tlidore 5292 2350 2949 01 3158 13750  330,1 1.705,1
Kepulauan

Maluku Utara  2.190,1 5.790,0 6.757,3 4.853,2 5.527,2 25.117,8 6.425,7 31.543,5
Sumber: SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.302/Menhut-11/2013 tanggal 1 Mei 2013 / (Dalam Ribuan Ha)
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Dibandingkan dengan kondisi di tahun 2020, luas kawasan hutan lindung telah
berkurang sekitar 1,2 persen atau seluas 693 ha. Secara keseluruhan luas kawasan
hutan pada tahun 2010 telah berkurang sebesar 0,4 persen atau seluas 1.000,5 ha
dibandingkan tahun 2013. Tabel berikut menyajikan luas kawasan hutan menurut
kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara pada tahun 2020.

Tabel 2.18. Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

No Kabupaten/ Kawasan Hutan (KH) Bukan  Total

Kota KH (Ha)
HSA HL HPT  HP HPK Jumlah (,p;,

1 g:gt‘ahem 08 7229 2327 293 5548 15405 7017 22422

, Halmahera 160,7 2939 6585 2698 3936 17765 5060 22825
Tengah

3 Isifg“la“an 210 2993 3540 3209 3684 13636 4246 17882

g Halmahera —phi o) 3100 17868 18740 12726 66712 14389 8.110.1
Selatan

5 Halmahera - 7942 7004 2175 7782 24902 9207 3.4109
Utara

¢ Halmahera 9439 8638 2.105,1 759,7 6583 53308 1.156,6 6.487,5
Timur

7 Pula - 9323 5648 - 4281 19252 4212 23465
Morotai

g Pulau 11,1 2210 1051 13628 6437 24437 5628 3.006,5
Taliabu

9 Temate - 440 ] 52 540 1032 609 1642
Tidore

10 5292 2350 2924 0,1 3157 13724 3326 1.7050
Kepulauan

Maluku Utara  2.190,1 5.720,7 6.799,9 4.839,3 5.467,3 25.017,3 6.526,2 31.543,5

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, 2020
(Dalam Ribuan Ha)

Dari tabel terlihat, peningkatan luasan terjadi pada Areal Penggunaan Lain
(APL), yaitu dari 642,5 ribu Ha pada tahun 2013 menjadi 652,6 ribu atau meningkat
sebesar 1,6 persen. Total peningkatan luasan pada APL adalah sekitar 10 ribu Ha.
Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, perubahan luasan pada
kawasan hutan terjadi karena adanya perubahan batas, fungsi dan peruntukan
kawasan hutan, setelah mendapatkan ketetapan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Luasan terbesar terdapat pada perubahan batas untuk kepentingan Tanah
Objek Reforma Agraria (TORA) dan Pelepasan Kawasan Hutan, yaitu seluas
15.285,75 ha dimana Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) menjadi Areal
Penggunaan Lain (APL), disusul perubahan fungsi kawasan hutan dari Hutan
Lindung (HL) menjadi Hutan Produksi (HP) seluas 11.984,76 ha.
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Luasan Hutan Suaka Alam (HSA) tidak mengalami perubahan. Hutan Suaka
Alam di Provinsi Maluku Utara meliputi Taman Nasional (TN) Aketajawe di
Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, serta 5 (lima) Cagar Alam,
yaitu Cagar Alam Lifamatola di Kabupaten Pulau Taliabu, Cagar Alam Pulau Obi di
Kabupaten Halmahera Selatan, Cagar Alam Pulau Seho di Kabupaten Kepulauan
Sula, Cagar Alam Gunung Sibela di Kabupaten Halmahera Selatan, dan Cagar Alam
Taliabu di Kabupaten Pulau Taliabu.

Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Provinsi Maluku Utara memiliki
potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar. Potensi perikanan
tangkap Maluku Utara sebesar 1.035.230 ton per tahun dengan potensi lestari sebesar
517.000 ton per tahun, dan baru dimanfaatkan sebesar 29 persen atau sekitar 150.232
ton per tahun. Potensi lainnya yang terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Provinsi Maluku Utara adalah terumbu karang (coral reefs), padang lamun (seagrass
beds), mangrove, sumberdaya ikan dan biota laut lainnya. Kondisi potensi kelautan,
pesisir dan pulau-pulau kecil di Maluku Utara diuraikan sebagai berikut.

a) Kondisi fisik

Provinsi Maluku Utara memiliki total panjang garis pantai 6.823,5 km.
Jumlah pulau di Provinsi Maluku Utara sebanyak 805 yang terdiri dari 723 pulau
tidak berpenghuni dan 82 pulau berpenghuni. Batimetri (rentang kedalaman)
perairan Maluku Utara sampai pada batas 12 mil berkisar 0-4500 meter pada
bagian barat Pulau Sulabesi (Kepulauan Sula) masuk perairan laut Banda dan
perairan laut Seram 4200 meter tenggara Pulau Sulabesi, perairan laut Maluku
3200 meter bagian barat Pulau Obi, perairan laut Halmahera 3400 meter timur
Pulau Morotai. Substrat dasar laut di perairan Provinsi Maluku Utara terdiri atas
substrat lumpur, karang, lumpur berpasir, pasir berlumpur dan pasir berkarang
dan didominasi oleh substrat lumpur berpasir. Substrat lumpur berpasir umumnya
tersebar di seluruh perairan Maluku Utara mulai dari perairan Pulau Morotai
sampai perairan Kepulauan Joronga Halmahera Selatan. Merujuk pada Dokumen
Materi Teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi
Maluku Utara, diketahui:

1) Pola pasang surut air laut di perairan Maluku Utara termasuk tipe pasang
surut yang mengalami 2 kali pasang dan 2 kali surut;

2) Tinggi gelombang di perairan Maluku Utara pada musim barat berkisar
0,45-1,71 m dan musim timur berkisar 0,43-1,22 m;

3) Kecepatan arus pasang menuju surut pada musim barat (Desember-
Februari) berkisar 0,42-2,77 m/det, musim timur (Juni-Agustus) berkisar
0,43-2,49 m/det m/det, sedangkan arus surut menuju pasang pada musim
barat berkisar 0,43-3,61 m/det dan musim timur berkisar 0,43-2,50 m/det;
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4) Suhu permukaan laut di sekitar perairan Maluku Utara berkisar 24.8—
32,30C. Kondisi suhu terendah terdapat pada bulan November dan suhu
tertinggi pada bulan Mei,

5) Nilai kecerahan laut pada musim barat 11,7-33,5 m, dan musim timur
11,6-31,7 m;

6) pH pada musim barat berkisar 7,95-8,08,0, dan musim timur 7,98-8,04.
Nilai pH ini mengindikasikan bahwa masih memenuhi persyaratan bagi
kelangsungan hidup biota perairan;

7) Perairan Maluku Utara pada umumnya memiliki kisaran salinitas musim
barat yang berkisar antara 34.5 — 34.8 %o dan pada musim timur berkisar
33,6-33,9%o;

8) Oksigen terlarut (DO) di perairan Maluku Utara pada musim barat
berkisar 3,93-5,04 mg/l dan musim timur 4,31-5,03 mg/I;

9) Kandungan nitrat dan fosfat di perairan Maluku Utara menunjukkan
bahwa nitrat pada musim barat berkisar 0.004-0.45 mg/l, fosfat pada
musim barat 0.004-0.024 mg/1, nitrat musim timur 0.003-0.27 mg/l, fosfat
musim timur 0.004-0.095 mg/I;

10) Kandungan klorofil tertinggi pada bulan Agustus 3,73 mg/m3, sementara
kandungan klorofil terendah pada bulan Januari 1,29 mg/m3. Rata-rata
nilai klorofil tahunan berkisar antara 0,03-2,02 mg/m3. Hal ini
mengindikasikan bahwa kandungan klorofil-a di perairan Maluku Utara
berada pada konsentrasi klorofil-a < 15 mg/ m-3, sehingga dikategorikan
perairan dalam kondisi yang bagus (normal).

b) Terumbu Karang

Terumbu karang terbentuk dari koloni masif antara hewan kecil (polyps) yang
secara bertahap membentuk terumbu dengan mengeluarkan CaCO; di sekitar
tubuh lembutnya (soft bodies). Terumbu karang mempunyai produktivitas
organik serta keanekaragaman hayati yang lebih tinggi dibandingkan ekosistem
lainnya. Hal ini disebabkan kemampuan terumbu karang untuk menahan nutrien
dalam sistem dan berperan sebagai kolam untuk menampung masukan dari luar.
Secara ekologis, terumbu karang berfungsi sebagai tempat tinggal, penyedia
makanan, tempat berlindung, dan sebagai tempat asuhan berbagai spesies hewan
dan tumbuhan; sehingga disamping secara fisik berfungsi melindungi pantai dari
abrasi, gelombang, dan sebagai stabilisator perubahan morfologi garis pantai,
terumbu karang juga menghasilkan berbagai produk bernilai ekonomis seperti
berbagai jenis ikan karang, udang karang, alga, teripang, dan kerang mutiara.
Terumbu karang di Maluku Utara didominasi oleh jenis terumbu karang tepi
(fringing reefs) yang terdapat hampir di semua kawasan pesisir. Terumbu karang
tersebar di wilayah perairan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.
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Kabupaten Halmahera Selatan memiliki sebaran jenis terumbu karang
terbanyak (33 jenis), sedangkan yang paling sedikit adalah Kabupaten Halmahera
Timur (12 jenis). Luas total ekosistem terumbu karang di Provinsi Maluku Utara
sebesar 107.434,2 Ha, dengan luasan terumbu karang terbesar berada di
Kabupaten Halmahera Selatan 37.940,3 Ha, sedangkan yang terkecil berada di
Kota Tidore Kepulauan dengan luas sekitar 1.337,9 Ha. Sebagaimana tersaji pada
Gambar II.13 , Persentase tutupan terumbu karang kategori baik ditemukan di
perairan Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten

Pulau Taliabu sebesar 60%.
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Tidore Kepulauan
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Gambar 2.10 Presentase Kondisi Tutupan Karang di Provinsi Maluku Utara
(Sumber : Dokumen RZWP3K Provinsi Maluku Utara)

Berdasarkan kriteria baku kerusakan terumbu karang menurut Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup No.4 Tahun 2001, maka kondisi terumbu karang di Provinsi
Maluku Utara berada dalam kategori buruk/rusak, sedang hingga kondisi baik.
Kondisi karang yang baik dipengaruhi oleh parameter lingkungan seperti suhu,
salinitas, serta sirkulasi air yang baik, serta dalam proses pemanfaatan sumberdaya
ikan atau proses penangkapan ikan tidak menggunakan alat tangkap yang tidak ramah
lingkungan, sehingga sumberdaya ekosistem yang ada tetap terjaga. Adapun kerusakan
terumbu karang yang terjadi umumnya di wilayah Provinsi Maluku Utara disebabkan
oleh penangkapan ikan secara merusak (destructive fishing) dengan menggunakan bom
dan racun. Penyebab lainnya adalah terumbu karang sering digunakan untuk
konstruksi bangunan di darat, dimana terumbu karang sering diambil dan diangkut ke

darat sebagai bahan bangunan.
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c) Padang Lamun

Lamun (seagrass) adalah tumbuhan air berbunga hidup di dalam air laut,
berpembuluh, berdaun, berakar, berkembang biak dengan biji, dan tunas.
Sedangkan padang lamun adalah hamparan tumbuhan lamun yang menutup suatu
area pesisir atau laut dangkal, terbentuk dari satu jenis lamun atau lebih dengan
kerapatan padat atau jarang. Padang Lamun dapat ditemukan tersebar pada
berbagai perairan di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara. Jenis lamun yang
ditemukan di wilayah perairan Maluku Utara antara lain: Cymodocea serrulata,
Cymodocea rotundata, Halodule sp., Syringodium isoetifolium, Thallasia
hemprichi, Enhalus acoroides, Halophila sp dan lain-lain. Sebaran jenis lamun
terbanyak terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 10 jenis, dan yang
paling sedikit terdapat di Kota Ternate sebanyak 3 jenis. Luas total ekosistem
padang lamun di perairan Maluku Utara yaitu 15.305,8 Ha, dimana Kabupaten
Halmahera Selatan memiliki luasan ekosistem lamun terbesar yaitu 7.246,4 Ha,
dan terendah adalah Kabupaten Halmahera Utara sebesar 46,2 Ha. status kondisi
padang lamun di Provinsi Maluku Utara tergolong kaya, kecuali di Kota Ternate
yang masuk pada kategori kurang kaya. Gambar berikut menyajikan persentase

tutupan lamun di wilayah Provinsi Maluku Utara.
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Gambar 2.11 Presentase Tutupan Lamun di Provinsi Maluku Utara
(Sumber : Dokumen RZWP3K Provinsi Maluku Utara)

Tutupan lamun tertinggi ditemukan di Kabupaten Halmahera Selatan dengan
nilai 100%, dan terendah di Kota Ternate dengan nilai 45%. Merujuk SK Menteri
Lingkungan Hidup No. 200 tahun 2004 tentang kriteria kerusakan dan pedoman
penentuan status padang lamun, dimana tutupan lamun > 60% tergolong kaya; 30
—59.9% tergolong kurang kaya; dan < 29.9% tergolong miskin.
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d) Mangrove

Ekosistem mangrove di Maluku Utara memiliki keanekaragaman jenis yang
tinggi, dan terdiri dari beberapa jenis yang umum dijumpai. Jenis-jenis tersebut
adalah bakau (Rhizophora spp), api-api (Avicennia spp), pedada (Sonneratia
spp), tanjang (Bruguiera spp), tengar (Ceriops spp), dan buta-buta (Exoecaria
spp). Sebaran jenis mangrove tertinggi terdapat di Kabupaten Halmahera Tengah
sebanyak 20 jenis, dan yang terendah berada di Kabupaten Halmahera Timur
sebanyak 4 jenis. Luasan ekosistem mangrove di perairan Maluku Utara secara
total adalah 48.967,5 Ha, dengan luas mangrove tertinggi terdapat di Kabupaten
Halmahera Selatan dengan luas 19.478,5 Ha, sedangkan yang terendah adalah
Kota Ternate yang hanya memiliki luas 69,6 Ha. Kabupaten Halmahera Selatan
memiliki persentase tutupan tertinggi yaitu 17,16%, dan terendah di Kota Ternate
sebesar 10,63%. Gambar berikut menyajikan persentase tutupan mangrove di
Provinsi Maluku Utara.
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Gambar 2.12 Presentase Tutupan Mangrove di Provinsi Maluku Utara
(Sumber : Dokumen RZWP3K Provinsi Maluku Utara)

Jumlah total individu mangrove tertinggi ditemukan di Kabupaten Halmahera
Selatan dengan kategori pertumbuhan pohon 574 individu, anakan 175 individu
dan semaian 257 individu, sedangkan paling rendah untuk kategori pertumbuhan
ditemukan di Kota Ternate dengan jumlah pohon 63 individu, anakan 19 individu
dan semaian 20 individu. Total pengamatan jumlah mangrove dengan kriteria
pertumbuhan, menggambarkan kondisi ekosistem mangrove di Maluku Utara
termasuk dalam kategori sedang-baik. Kabupaten Halmahera Selatan memiliki
kerapatan jenis tertinggi yakni 0,56 ind/m? dan terendah di Kota Ternate sebesar
0,12 ind/m”.
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Kerapatan jenis mengambarkan penyebaran jarak suatu jenis dengan jenis
lainnya yang menempati suatu areal. Gambar berikut menyajikan kerapatan jenis

mangrove di Provinsi Maluku Utara.
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Gambar 2.13 Kerapatan Mangrove di Provinsi Maluku Utara
(Sumber : Dokumen RZWP3K Provinsi Maluku Utara)

e) Sumberdaya Ikan Pelagis

Di perairan Maluku Utara sebaran ikan pelagis terdistribusi sangat luas di
semua wilayah perairan Kabupaten/Kota. Ikan pelagis dikelompokkan atas ikan
pelagis besar dan ikan pelagis kecil. Jenis-jenis ikan pelagis besar yang tersebar
di perairan Maluku Utara antara lain ikan tuna, ikan cakalang, ikan tongkol, ikan
tenggiri, ikan, madidihang, ikan kuwe dan ikan tuna mata besar, sedangkan
jenis-jenis ikan pelagis kecil antara lain ikan selar, ikan layang, ikan kembung,
ikan julung-julung, ikan ekor kuning, ikan teri, ikan lemuru, ikan cucut, ikan
barakuda, ikan teri, ikan belanak, ikan terbang, dan ikan lemuru.

Luas fishing ground ikan pelagis di perairan Maluku Utara sekitar 667.356,10
Ha. Untuk ikan pelagis kecil, Ikan layang anggur/malalugis memiliki nilai
kelimpahan tertinggi di semua Kabupaten/Kota dengan nilai tertinggi terdapat di
Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 245,56 ind/m’, sedangkan terendah di
Kabupaten Pulau Taliabu sebesar 44,17 ind/m”. Untuk ikan pelagis besar, ikan
cakalang memiliki nilai kelimpahan tertinggi di semua Kabupaten/Kota dengan
nilai kelimpahan tertinggi terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan sebesar
412,77 ind/m2, sedangkan terendah di Kabupaten Pulau Taliabu sebesar 98,65

ind/m>.
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f) Sumberdaya Ikan Demersal

Di perairan Maluku Utara sebaran ikan demersal terdistribusi sangat luas di
semua wilayah perairan Kabupaten/Kota. Jenis-jenis ikan demersal yang tersebar
di perairan Maluku Utara antara lain ikan kerapu, ikan lolosi biru, ikan
beronang, ikan biji nangka, ikan kakap, ikan bawal, ikan lolosi merah, ikan
lencam, ikan napoleon, dan ikan kakatua. Luas fishing ground ikan demersal di
perairan Maluku Utara sekitar 66.851,21 Ha. Berdasarkan kelimpahan jenis ikan
demersal, menunjukkan bahwa ikan lolosi biru memiliki nilai kelimpahan
tertinggi pada semua Kabupaten/Kota dengan nilai kelimpahan tertinggi terdapat
di Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 78,52 ind/m?, dan terendah di
Kabupaten Pulau Taliabu 13,98 ind/m” Nilai total keanekaragaman jenis (H’)
menunjukkan bahwa ikan demersal berada dalam kategori keanekaragaman jenis
sedang, sedangkan berdasarkan indeks dominansi (C’) menunjukkan bahwa ikan
lolosi biru lebih mendominasi dibanding jenis ikan lainnya.
g) Sumberdaya Perikanan Budidaya

Provinsi Maluku Utara mempunyai potensi cukup besar pada perikanan
budidaya. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kualitas perairan yang
baik sehingga memungkinkan adanya pengembangan kegiatan budidaya laut,
terutama ikan kerapu, rumput laut, tiram mutiara, dan udang yang tersebar pada
beberapa lokasi di Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Pulau Morotai,
Kabupaten Halmahera Utara, dan Kabupaten Pulau Taliabu. Jenis budidaya yang
dikembangkan di perairan laut Maluku Utara adalah:
Pengembangan budidaya laut terpusat di beberapa lokasi dengan pengembangan
komoditi yang berbeda. Lokasi-lokasi tersebut antara lain: budidaya rumput laut
di Kepulauan Joronga, dan desa Mano Kecamatan Obi Selatan Halmahera
Selatan, desa Galo-Galo dan Kolorai di Kabupaten Pulau Morotai, dan Pulau
Limbo di Kabupaten Pulau Taliabu. Untuk budidaya ikan kerapu dikembangkan
di perairan Pulau Ngele-Ngele Besar Morotai Kabupaten Pulau Morotai; perairan
Pulau Kakaralamo Tobelo Kabupaten Halmahera Utara; Tanjung Masarang,
Laluin, Pulau Gaklo, Pulau Waidoba Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera
Selatan. Budidaya Tiram mutiara di Tanjung Taino Pulau Garga Obi Kabupaten
Halmahera Selatan. Budidaya udang khusunya udang Vanname telah
dikembangkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara di
Teluk Songa Bacan Timur, Tanjung Pluwit Desa Belang-Belang Kecamatan
dijadikan sebagai salah satu komoditi unggulan baru budidaya laut (selain rumput

laut dan kerapu) di Provinsi Maluku Utara.
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h) Biota Lainnya

Biota lainnya yang ditemukan di perairan Maluku Utara adalah dari golongan
hewan berkulit keras seperti udang putih, udang windu, kepiting, hewan berkulit
lunak seperti cumi-cumi dan gurita, hewan Echinodermata seperti teripang, bulu
babi dan lain-lain. Selain biota laut lainnya yang bernilai ekonomis penting, di
perairan Maluku Utara juga terdapat spesies biota laut lainnya yang berada dalam
kondisi genting. Spesies biota laut yang tergolong spesies genting (endangered
species), tersebut yaitu penyu, paus, lumba-lumba, dan dugong.
1) Sumberdaya Non-Hayati
Provinsi Maluku Utara juga memiliki potensi sumberdaya mineral dasar laut
yang tersebar pada berbagai wilayah yang ada di Provinsi Maluku Utara. Potensi
tersebut antara lain pasir besi yang terdapat di Tollipe kecamatan weda
Kabupaten Halmahera Tengah, Darume Ngajam di Kabupaten Halmahera Utara
(sudah dieksploitasi), Bibinoi kecamatan Bacan Timur Tengah, Obi Latu, Bobo,
Akemia, Manatahan kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, dan Wayami

Kabupaten Halmahera Timur.

Sumber Daya Mineral dan Energi. Potensi pertambangan terdapat cukup

banyak dan tersebar di seluruh wilayah Maluku Utara dengan berbagai ragam jenis

tambang. Potensi sumberdaya mineral di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat dalam

beberapa tabel di halaman berikut.

Tabel 2.19. Potensi Sumberdaya Mineral Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

LelaetEn Jenis Lokasi Keterangan
Kota
Nikel Weda, Gebe, Patani Indikasi
Halmahera . . .
Tengah Pasir Besi Tolippe, Kec. Weda Cadangan 1.140
Kromit P. Gebe, Kec. Gebe Indikasi
Kapa-Kapa, Kec Galela Urat Kuarsa @ 76,6 Gr/Ton
Mineralisasi Epotermal @ 1,4
Akelamo, Kec. Galela Gr/Ton
Emas Gamkehe, Kec. Loloda Kadar 2,7 Gr/Ton
Aha, Kec. Morotai Selatan Indikasi
Halmahera
Utara Bere-Bere, Kec. Morotaiutr  Indikasi
Supu, Loloda Utara Kadar Mn0,57.05 persen
Mangan - - —
P. Doi, P. Rau, P. Dagasuli  Indikasi
Besi Loloda Utara Indikasi
Pasir Besi Dorume, Ngajam Indikasi
Kromit Dodaga Indikasi
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LeloentEn Jenis Lokasi Keterangan
Kota
Cadangan= 120.000.000 Host
Yaba, Kec. Bacan Barat Rock, iadar 0,36-62 Gr/Ton
Kaputusan, Bacan Rock, Kadar 0,03-04 GrTon
Raroang, Bacan Cadangan= 240.000.000 Host
’ Rock, Kadar 0,27-0,39 Gr/Ton
Emas Pigaraja, Bacan Timur giﬂi?%;&fggg?%ogg?s;t
Sawadae. Bacan Cadangan= 12.000.000 Host
’ Rock, Kadar 2,33 Gr/Ton
Halmahera Sambiki, Obi Tahap Penelitian
Selatan . . Urat Kuarsa, 11.985 Ton Emas
Anggai, Obi (Dikelola Rakyat)
Kayoa Indikasi
Yaba, Bacan Barat 19 persen
Sayoang, Bacan Cadangan 6.000.000 Host Rock
? Kadar 200 Ppm
Tembaga Obi Selatan Indikasi
P. Kasiruta , Bacan Indikasi
Obilatu, Obi Indikasi
Bibinoi, Kec. Bacan Timur  Indikasi
P. Obilatu, Obi 87.700.000 Ton Fe=20 persen
Pasir Bobo, Obi Selatan Indikasi
Besi Manatahan, Obi Indikasi
Akenia, Obi Indikasi
Luas 39,040 Ha Pemboran
Nikel Buli, Maba Eksplorasi Sementara Cadangan
Halmahera 42.763.460 Ton
Timur Pasir Wayamli, Maba Indikasi
Besi Tanjung Buli, Maba Indikasi
. Cadangan 72.000.000 Ton, Kadar
Is(zliulauan Emas Kuyu, Taliabu Barat 0.1 2—0?1 S Gr/Ton
Tawate, Sanana Indikasi
Ternate - - -
Tidore Tembaga Payahe, Oba Indikasi
Kepulauan ’

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, 2018

Tabel 2.20. Potensi Mineral Industri Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

Kabupaten/

Kota Jenis Lokasi Keterangan
Diatomit  Domato, Kec. Jailolo Endapan tufa, tebal 2-5 m, luas 10
Halmahera Sclatan ha
B Kalsit Domato, Kec. Jailolo Pengisi batugamping, tembus
arat
Selatan cahaya
Magnesit  Kp. Podol, Kec Ibu Bongkahan-bongkahan di sungai
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Kabupaten/

Jenis Lokasi Keterangan
Kota
Halmahera  Perlit Tabogo Abu-abu pada satuan lava
Tengah
Halmahera  Batu Daruba, Morotai Selataq Batpgamping Koral, umur kwarter
Utara Gampin Wayabula, Kec. Morotai Putih,koral,umur kwarter, Ca0=53
pmg
Selatan Barat persen
Halmahera  Batu Marituso, Kec. Bacan Barat ~ Putih,kompak,sisipan pada napal
Selatan Gamping penyebaran luas, Ca0=54,56
persen

Bentonit ~ Kopel Labuha, Kec. Bacan  Hasil pelapukan tufa
Halmahera  Batu Wasilei, Kec. Wasilei Kompak,putih,umur pra tersier
Timur Gamping

Talk Fayaul, Kec. Wasilei Pada batuan ultrabasa

Selatan

Magnesit  Fayaul, Kec. Wasilei Selatan

Pasir Tabona, Kec. Taliabu Barat  Indikasi
Kepulauan
Sula Kuarsa - - —

Talk S.Lomot, Kec Taliabu Barat Hasil alterasi hidrotermal
Ternate - - -
Tidore Kaolin Akelana, Kec Oba Endapan Tufa, bahan Keramik
Kepulauan

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, 2018

Tabel 2.21. Potensi Batu Bara dan Minyak Bumi Menurut Kabupaten/Kota Di Maluku Utara

Kabupaten/Kota Jenis Lokasi Keterangan
Halmahera Tengah  Batu Bara Patani-Kec. Patani Indikasi
Halmahera Utara Galela-Kec. Alela Indikasi

Batu Bara —
Gosoma-Kec. Kao Indikasi
Minyak Bumi Cekungan Halmahera Utara Belum dibor
Sungai Huru-Kec Obi Indikasi
Desa Cap-Kec Obi Indikasi
Batu Bara Kelo, Obi Indikasi
Anggai, Obi Indikasi
Halmahera Selatan - —
Amasing, Bacan Indikasi
Cekungan Obi Utara Belum dibor
Minyak Bumi Cekungan Obi Selatan Belum dibor
Cekungan Halmahera Selatan ~ Belum dibor
Batu Bara Bicoli - Maba Selatan Indikasi
Halmahera Timur i
Minyak Bumi C.ekungan Halmahera Dibor
Timur
Tabona, Kec. Taliabu Barat Indikasi
Batu Bara —
Kab. Kepulauan Tawate, Sanana Indikasi
Sula . .
Minyak Bumi Falabisahaya, Kec. Mangoli Pengebora.m
Barat Eksplorasi

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, 2018
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Di Pulau Halmahera terdapat beberapa potensi energi panas bumi yang cukup
besar yaitu mencapai 40 MW yang dapat dikembangkan menjadi PLTP Jailolo, di
Telaga Ranu dengan cadangan terduga sebesar 85 MWe dan Gunung Hamiding
sebesar 265 MWe. Di Pulau Bacan juga terdapat potensi sumber panas bumi yaitu di
Songa Wayaua namun tidak terlalu besar. Sumber energi primer lainnya adalah
tenaga air namun tidak besar dan hanya dapat dikembangkan menjadi PLTM
(Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) untuk melayani kebutuhan listrik
masyarakat setempat.

Pariwisata. Potensi kepariwisataan di wilayah Maluku Utara diantaranya
ditunjang oleh kondisi alam dan benda-benda peninggalan kebudayaan masa lalu.
Hal ini membuat wisata budaya dan purbakala, wisata alam, dan wisata bahari dapat
dikembangkan di Maluku Utara. Potensi wisata alam meliputi wisata hutan, wisata
bahari baik berupa wisata pantai maupun wisata taman laut, wisata pertanian, wisata
cagar alam, dan sebagainya. Wisata sejarah sebagian besar berupa benteng atau
monumen peninggalan sejarah terdapat di seluruh kota/kabupaten di Maluku Utara.

Sebagai provinsi kepulauan, Maluku Utara juga menyimpan potensi kekayaan
hayati yang luar biasa besarnya. Maluku Utara memiliki beragam jenis flora dan
fauna. Berbagai jenis ikan dan hewan laut dapat ditemukan di Maluku Utara bahkan
terdapat beberapa flora yang tidak terdapat di daerah lain, misalnya Cengkeh Afo dan
Kelapa Raja. Kekayaan fauna yang dimiliki berupa beberapa spesies yang
merupakan endemik di Maluku Utara seperti Cenderawasih Gagak (lycocorax
pyrhopterus), Kakatua Putih (kakatua alba), dan burung yang termasuk langka di
dunia yakni Burung Bidadari (semioptera wallace). Potensi flora dan fauna yang
unik dan tidak terdapat di daerah lain merupakan frademark dan daya tarik tersendiri
yang menjadi pemikat bagi wisatawan untuk datang ke Maluku Utara.

Potensi pengembangan industri pariwisata Maluku Utara juga tidak terlepas dari
posisi strategisnya dalam Konstelasi Pariwisata Nasional, yaitu: Halmahera-Morotai
merupakan kawasan strategis pengembangan kepariwisataan Nasional. Posisi
Provinsi Maluku Utara sebagai kawasan terluar Indonesia Timur bagian Utara
berbatasan dengan Filipina, memiliki peran strategis dalam perdagangan rempah-
rempah dunia (cengkeh dan pala). Morotai memiliki ikon yang sudah dikenal oleh
dunia dalam hal sejarah internasional dalam perang dunia kedua, memiliki
keragaman produk pariwisata yang lengkap (sejarah, budaya, marine, pantai,
kepualauan, serta keunikan kuliner), dan Halmahera — Morotai sebagai destinasi
pariwisata Nasional yang didalamnya. Berbagai potensi pariwisata Provinsi Maluku
Utara yang meliputi wisata alam, wisata sejarah dan budaya dapat dilihat pada Tabel

di halaman berikut.

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2-40|



[ RKPD PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024

Tabel 2.22. Potensi Pariwisata Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

Kabupaten/ Kota - Obye.k Wlsafa -
Wisata Alam Wisata Sejarah Wisata Budaya
Halmahera Barat 1. Teluk Jailolo 1. Gua Jepang 1. Rumah Adat Sasadu
2. Air terjun Kahatola 2. Masjid Tua Gamlamo 2. Pesta Makan Adat Suku Sahu
3. Ekspedisi Burung Bidadari 3. Budaya Menanam Padi Huma
4. Menyusuri Hutan Mangrove 4. Legu Salai
5. Gunung Gamkonora 5. Tarian Saradabidabi
6. Pantai Bobo 6. Alat Musik Tataruba
7. Pantai Leko Akediri 7. Alat Musik Bambu
8. Pantai Tuada Manuru
9. Pulau Babua
10. Pulau Pastofiri
11. Spot Diving Kawasan Teluk Jailolo
12. Spot Diving Area Kawasan Sidangoli
Halmahera Tengah 1. Goa Boki Manuru 1. Tarian Lala
2. Danau Legaye Lol 2. Tarian Bon Mayu
3. Pulau Moor 3. Coka Iba
4. Pantai Umera
5. Talaga Nusliko
6. Pulau Uta
Kepulauan Sula/Taliabu 1. Pantai Wai Ipa 1. Benteng De Verwaching Sanana 1. Tarian Yusa
2. Pantai Tanjung Laleo 2. Tarian Laka Baka
3. Pantai Manaf 3. Tarian Denge
4. Air Kalimat
5. Pulau Samada
6. Pulau Seho dan Pulau Empat
7. Selat Capalulu
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Obyek Wisata
Kabupaten/ Kota Wisata Alam Wisata Sejarah Wisata Budaya
Halmahera Selatan 1. Pulau Nusa Ra 1. Kedaton Kesultanan Bacan 1. Arungi Nusa
2. Kepulauan Gura Ici 2. Masjid Kesultanan Bacan 2. Tarian katreji/kaatreli
3. Pantai Dermaga Biru 3. Benteng Barnaveld 3. Tarian togal
4. Air Terjun Bibinoi
5. Air Terjun Gandasuli
5. Taman Laut Kepulauan Widi
6. Cagar Alam Gunung Sibela
Halmahera Utara 1. Pulau Tagalaya 1. Bangkai Kapal Toshimaru di Pantai 1. Rumah Adat Hibualamo
2. Pantai Luari Sosol 2. Tokuwela
3. Pulau Kakara 2. Bandara Udara Kao 3. Lelehe
4. Danau Duma 4. Upacara Adat Hibualamo
5. Mata Air Panas Mamuya 5. Seri Kodhoba
6. Telaga Paca 6. Canga
7. Burung Mamoa di Galela 7. Tarian Tide-tide,
8. Wisata Gunung Dukono 8. Tarian Cakalele
9. Yangere

10. Tarian Gumatere
11. Musik Bambu Hitadi
12. Musik Bambu Tiup

. Pantai Wasile

. Pantai Jara - jara

. Pantai Tapalo Gatowasi
. Pantai Sangaji

. Pantai Paniki

. Pulau Lewi

. Pulau Tengah

. Pulau To, Pulau Say

. Air Terjun Lembah Ayu
10. Air Terjun Tiga Bidadari
11. Air Terjun Cibcebi

12. Air Terjun Waya Le

Halmahera Timur

O 00 1N DA~ W —

1. Bunker Peninggalan Jepang di Foli
2. Bunker dan Meriam Hatetabako

1.

Suku Togutil
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Kabupaten/ Kota

Pulau Morotai

. Pulau Galo-galo

. Pulau Saminyamau

. Pantai Batu Labung

. Objek Wisata Goa

. Wisata Alam Bawah Laut

Obyek Wisata
Wisata Alam Wisata Sejarah Wisata Budaya
. Pulau Dodola Besar dan Kecil 1. Peninggalan Perang Dunia II 1. Tarian Lelehe
. Pulau Zumzum 2. Bobaso
. Pulau Ngele-Ngele 3. Salumbe
4

. Tarian Denge-denge

Ternate

. Kawasan Batu Angus

. Pantai Sulamadaha

. Pantai Tobololo

. Pantai Kastela

. Danau Tolire

. Mendaki Gunung Gamalama
. Danau Laguna

. Cengkeh Afo

AN N AW =

. Kedaton Sultan Ternate
. Masjid Sultan Ternate

. Benteng Tolukko

. Benteng Oranje

. Benteng Kalamata

. Benteng Gamlamo

AN N AW =

. Festival Legu Gam
. Makan Saro

. Ritual Kololi Kie

. Tarian Soya - Soya
. Tarian Dadansa

. Tarian Legu Kadato

Tidore Kepulauan

AN A WD~ NN DA WD~ B W~

~

. Pantai Cobo

. Pantai Ake Sahu

. Pulau Maitara

. Danau Gurua Marasai

. Mata Air Luku Celeng

. Mendaki Gunung Kie Matubu
. Agro Wisata Gura Bunga

NN kAW~

. Kedaton Kie Kesultanan Tidore

. Mesjid Sultan Tidore

. Museum Sonyine Malige

. Tugu Pendaratan Bangsa Spanyol
. Benteng TS Tjobe

. Benteng Tahula

. Benteng Tore

DN AW N =

. Festival Legu Gam
. Lufu Kie

. Paji Nyili-Nyili

. Tarian Soya-soya

. Debus

Sumber: Database Pariwisata Provinsi Maluku Utara Tahun 2014
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G) Wilayah Rawan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh
faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan
timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan
dampak psikologis. Sedangkan risiko Bencana adalah potensi kerugian yang
ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat
berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi,
kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Potensi
ancaman bahaya dan risiko dari suatu bencana, terutama bencana alam, sangat
berkaitan dengan kondisi wilayah. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana mendefinisikan rawan bencana sebagai kondisi atau
karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya,
politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang
mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi
kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Potensi bencana di Provinsi Maluku Utara diketahui berdasarkan data sejarah
kejadian bencana, serta kejadian bencana yang sedang berlangsung dan tidak tercatat
dalam sejarah kejadian bencana sebelumnya, yaitu pandemi Corona Virus Desease
(Covid-19) yang melanda seluruh dunia sejak awal tahun 2020, dan berpotensi terus
berlangsung dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan. Dari catatan kejadian
bencana Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), diketahui wilayah Provinsi
Maluku Utara memiliki potensi terjadi 9 (sembilan) jenis bencana, yang tidak
tertutup kemungkinan untuk terjadi lagi. Sedangkan dari hasil analisis menggunakan
pendekatan sistem informasi geografis (SIG) juga teridentifikasi jenis bencana
lainnya. Berdasarkan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Maluku
Utara tahun 2021, potensi bencana Provinsi Maluku Utara, yang membutuhkan
penanganan untuk pengurangan risiko masing-masing bencana meliputi 13 (tiga
belas) jenis bencana, sebagai berikut:

Banjir — merupakan situasi kelebihan massa air yang tidak tertampung oleh
badan air sehingga massa air meluap dan menggenangi area yang lebih luas. Banjir
di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis berdasarkan penyebabnya, yaitu:
a) Banjir yang disebabkan oleh hujan yang lama, dengan intensitas rendah (hujan
siklonik atau frontal) selama beberapa hari; b) Banjir Bandang (flash flood),
disebabkan tipe hujan dengan intensitas yang tinggi dan terjadi pada tempat-tempat
dengan topografi yang curam di bagian hulu sungai; dan c) Banjir yang disebabkan
pasang surut atau air balik (back water) pada muara sungai atau pada pertemuan dua
sungai. Potensi luas dan kelas bahaya banjir menurut kabupaten/kota dapat dilihat
pada tabel di halaman berikut.
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Tabel 2.23. Potensi Bahaya Banjir Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

Luas Potensi Bahaya (Ha)

No Kabupaten/Kota Kelas
Rendah Sedang ﬁ

1  Halmahera Barat 18.851 11.035 5.622 35.508 Tinggi
2 Halmahera Selatan 54.209 30.884 14.214 99.307 Tinggi
3 Halmahera Tengah 24.853 12.348 3.878 41.079 Tinggi
4  Halmahera Timur 52.666 24.193 5.378 82.237 Tinggi
5 Halmahera Utara 59.292 26.483 5.801 91.576 Tinggi
6  Kepulauan Sula 8.114 6.558 2.784 17.456 Tinggi
7  Pulau Morotai 33.131 22.942 11.403 67.476 Tinggi
8  Pulau Taliabu 990 1.482 697 3.169  Sedang
9  Ternate 1.329 988 432 2.749 Tinggi
10 Tidore Kepulauan 11.027 7.810 4.950 23.787 Tinggi

Maluku Utara 264.462 144.723 55.159  464.344 Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Banjir bandang — adalah banjir yang terjadi secara tiba-tiba karena debit air
sungai melebihi kapasitas aliran alur sungai. Penyebab banjir bandang adalah
konsentrasi hujan dengan intensitas tinggi sehingga aliran sungai membawa debris
atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada
area hulu sungai. Banjir bandang terjadi dalam waktu singkat namun memiliki daya
rusak yang merugikan. Potensi luas dan kelas bahaya banjir bandang menurut
kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24. Potensi Bahaya Banjir Bandang
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

Luas Potensi Bahaya (Ha)

No Kabupaten/Kota Kelas
Rendah| scaon: [N Tov

1  Halmahera Barat 208 960 11.547 12.715 Tinggi
2 Halmahera Selatan 10 54 806 870 Tinggi
3 Halmahera Tengah 457 2.380 22.020 24.857 Tinggi
4  Halmahera Timur 357 1.671 20.266 22.294 Tinggi
5  Halmahera Utara 10 55 922 987 Tinggi
6 Kepulauan Sula - - - - -
7  Pulau Morotai 170 1.072 15.671 16.913 Tinggi
8  Pulau Taliabu 110 613 9.329 10.052 Tinggi
9  Ternate 11 40 679 730 Tinggi
10  Tidore Kepulauan 164 842 17.538 18.544 Tinggi
Maluku Utara 1.497 7.687 98.778  107.962  Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022
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Cuaca ekstrim — adalah dampak dari terhambatnya siklus hidrologi. Cuaca
ekstrim disebabkan oleh desakan angin dari salah satu belahan bumi yang kering
pada belahan bumi yang basah. Kategori cuaca ekstrim adalah suhu udara permukaan
lebih dari 35°C, kecepatan angin melebihi 35 knot, dan curah hujan dalam satu hari
melebihi 50 mm. Bencana cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi,
yang tipenya sangat bergantung pada lintang tempat, ketinggian, topografi, dan
kondisi atmosfer. Potensi luas dan kelas bahaya cuaca ekstrim menurut kabupaten/
kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25. Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

Luas Potensi Bahaya (Ha)

No Kabupaten/Kota Kelas
Rendn] sedon: [ T

1  Halmahera Barat - 4.383 9.378 13.761 Tinggi
2 Halmahera Selatan 439 33.017 186 33.642 Tinggi
3 Halmahera Tengah 94 7.313 3.659 11.066 Tinggi
4  Halmahera Timur 61 13.128 32.505 45.694 Tinggi
5 Halmahera Utara - 18.008 75.916 93.924 Tinggi
6  Kepulauan Sula - - - - -
7  Pulau Morotai 4.419 11.932 16.351 Tinggi
8  Pulau Taliabu 119 14.194 - 14.313 Sedang
9  Ternate - - - - -
10 Tidore Kepulauan 107 11.413 57 11.577  Sedang
Maluku Utara 820 105.875 133.633  240.328  Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Gelombang ekstrim dan abrasi — terkait erat dengan perubahan iklim dan
peningkatan pemanasan suhu berpengaruh terhadap kondisi cuaca secara
menyeluruh. Pengaruh ini sudah nyata dirasakan seperti terjadinya puting beliung
pada musim pancaroba (peralihan musim hujan ke musim kemarau maupun dari
musim kemarau ke musim hujan). Angin puting beliung merupakan angin yang
bertiup secara kencang, datang secara tiba — tiba, bertekanan tinggi, mempunyai
pusat dan bergerak secara melingkar hingga menyentuh permukaan bumi, yang dapat
berlangsung sekitar 3 — 5 menit dalam jarak 5 — 10 km. Dampak terjadinya puting
beliung adalah kerusakan dalam bentuk robohnya atap bangunan ringan, baliho, tiang
listrik dan pohon-pohon. Tanda-tanda terjadinya puting beliung antara lain adalah: a)
Udara terasa panas dan gerah; b) Terjadi pada siang-sore hari; ¢) Tampak awan putih
bergerombol, tinggi menjulang seperti bunga kol dan secara tiba-tiba awan berubah
menjadi gelap; dan d) Angin kencang yang menggerakkan pepohonan dengan sangat
cepat diikuti dengan hujan lebat.
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Potensi luas dan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi menurut
kabupaten/ kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26. Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

Luas Potensi Bahaya (Ha)

No Kabupaten/Kota Kelas
Rendah Sedang ﬁ

1  Halmahera Barat 2.840 2.672 952 6.464 Tinggi
2 Halmahera Selatan 27.880 9.649 6.601 44.130 Tinggi
3 Halmahera Tengah 4.374 3.463 1.267 9.104 Tinggi
4  Halmahera Timur 4.386 5.859 878 11.123 Tinggi
5  Halmahera Utara 2.016 4.290 1.540 7.846 Tinggi
6  Kepulauan Sula 2.419 7.510 716 10.645 Tinggi
7  Pulau Morotai 1.444 296 4.160 5.900 Tinggi
8  Pulau Taliabu 3.155 5.683 1.320 10.158 Tinggi
9  Ternate 369 105 1.547 2.021 Tinggi
10  Tidore Kepulauan 1.976 12 1.563 3.551 Tinggi
Maluku Utara 50.859 39.539 20.544 110.942 Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Gempa Bumi — merupakan peristiwa berguncangnya bumi yang dapat
disebabkan oleh tumbukan antar lempeng tektonik, aktivitas gunung berapi atau
runtuhan batuan. Gempa tektonik disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik.
Posisi lempeng tektonik dunia yaitu lempeng Indo-Australia yang melewati wilayah
Maluku Utara merupakan suatu kondisi yang memberikan ancaman terhadap wilayah
ini. Aktivitas tumbukan lempeng tektonik Indo-Australia yang bergerak dan
menunjam ke lempeng FEurasia. Penunjaman tersebut menyebabkan terjadinya
gerakan dan terjadinya gempabumi yang berpangaruh terhadap wilayah Maluku
Utara. Gempabumi tektonik terjadi sebagai akibat aktivitas lempeng tektonik. Selain
itu gempa bumi terjadi akibat aktivitas vulkanik. Gempabumi baik yang disebabkan
oleh aktivitas lempeng tektonik yang melintasi Maluku Utara dan vulkanik,
besarannya juga dipengaruhi oleh adanya sesar/patahan. Potensi luas dan kelas
bahaya cuaca ekstrim menurut kabupaten/ kota sebagaimana tersaji dalam tabel di
halaman berikut. Potensi luas bahaya gempa bumi di Provinsi Maluku Utara secara
keseluruhan adalah 3.143.979,00 Ha dan berada pada kelas tinggi. Secara lebih rinci,
luas bahaya dengan kelas rendah adalah 1.805.533,00 Ha, kelas sedang 1.037.265,00
Ha, dan kelas tinggi seluas 301.181,00 Ha. Sedangkan Kabupaten/kota yang
memiliki luas tertinggi bahaya gempa bumi pada kelas rendah adalah Kabupaten
Halmahera Selatan dengan luas 696.754,00 Ha. Gambaran lengkapnya sebagaimana
tersaji dalam tabel di halaman berikut.
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Tabel 2.27. Potensi Bahaya Gempa Bumi
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

Luas Potensi Bahaya (Ha)

No Kabupaten/Kota Kelas
Renan] sedn: [ o0

1 Halmahera Barat 73.449 152.099 716 226.264  Sedang
2 Halmahera Selatan 96.754 110.085 803 807.642 Tinggi
3 Halmahera Tengah 21.968 3.144 - 225.112  Rendah
4  Halmahera Timur 38.446 287.558 24.278 650.282 Tinggi
5  Halmahera Utara 46.795  271.988 19.447  338.230 Tinggi
6  Kepulauan Sula 36.551 78.671 62.411 177.633 Tinggi
7  Pulau Morotai - 81.150 152.815  233.965 Tinggi
8  Pulau Taliabu 25.516 32.165 40.711 298.392 Tinggi
9  Ternate 9.451 6.673 - 16.124 Sedang
10  Tidore Kepulauan 156.603 13.732 - 170.335 Sedang

Maluku Utara 1.805.533 1.037.265 301.181 3.143.979 Tinggi
Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Kebakaran hutan dan lahan — terjadi sebagai akibat tidak terkendalinya
penggunaan api atau faktor alam. Kebakaran hutan dan lahan terjadi seiring dengan
datangnya musim kemarau. Selain itu terdapat manusia yang mempunyai peranan
cukup penting mengingat aktivitas-aktivitas manusia di sekitar hutan sangat
berpengaruh terhadap terjadinya kebakaran. Kebakaran hutan dan lahan tidak dapat
memicu terjadinya dampak ikutan, yang juga berakibat buruk (bencana). Potensi luas
dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan menurut kabupaten/ kota dapat dilihat
pada tabel berikut.

Tabel 2.28. Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

Luas Potensi Bahaya (Ha)

No Kabupaten/Kota Kelas
Rendah Sedang ﬁ

1  Halmahera Barat 87.877 138.181 101 226.159  Sedang
2 Halmahera Selatan 349.406  437.561 21.092 808.059 Tinggi
3 Halmahera Tengah 117.419 104.921 2.872 225212  Sedang
4  Halmahera Timur 421.376  202.664 26.391 650.431 Tinggi
5 Halmahera Utara 102.887 231.932 3.385 338.204  Sedang
6 Kepulauan Sula 44.881 126.356 6.336 177.573 Tinggi
7  Pulau Morotai 130.842 100.117 3.025 233.984 Tinggi
8  Pulau Taliabu 107.456 179.415 11.646  298.517 Tinggi
9  Ternate 6.873 9.250 23 16.146 Sedang
10  Tidore Kepulauan 107.405 60.814 2.086 170.305 Sedang
Maluku Utara 1.476.422 1.591.211 76.957 3.144.590 Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022
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Kekeringan — dapat terjadi apabila suatu wilayah secara terus-menerus
mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Keadaan ini menyebabkan kekurangan
pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan (beberapa bulan
hingga bertahun-tahun). Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan
kekeringan karena cadangan air tanah akan habis akibat penguapan (evaporasi),
transpirasi, ataupun penggunaan lain oleh manusia. Potensi luas dan kelas bahaya
kekeringan menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29. Potensi Bahaya Kekeringan
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

Luas Potensi Bahaya (Ha)

No Kabupaten/Kota Kelas
Renan] sedn: [ o0

1  Halmahera Barat - 226.093 - 226.093 Sedang
2 Halmahera Selatan - 706.204 99.753 805.957 Tinggi
3 Halmahera Tengah - 204911 19.831 224.742 Tinggi
4  Halmahera Timur - 649.935 - 649.935 Sedang
5  Halmahera Utara - 337725 - 337725  Sedang
6  Kepulauan Sula - - 177.333 177.333 Tinggi
7  Pulau Morotai - 233.692 - 233.692  Sedang
8  Pulau Taliabu - 152.368 145.708  298.076 Tinggi
9  Ternate - 13.219 2.847 16.066 Tinggi
10 Tidore Kepulauan - 170.259 - 170.259  Sedang

Maluku Utara
Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

2.694.406  445.472 3.139.878  Tinggi

Letusan gunung api — Aktifitas gunung api di kawasan provinsi Maluku Utara
seringkali meningkat, memberikan ancaman akan datangnya bencana dari
letusannya. Tercatat lima gunung api tipe A telah meletus Maluku Utara yaitu,
Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Gunung Gamkonora dan Gunung
Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Gunung Gamalama di Kota Ternate, dan Gunung
Kie Besi, Makian di Kabupaten Halmahera Selatan. Dengan demikian tidak daerah
terpapar potensi bahaya letusan gunung api. Total luas bahaya letusan gunung api di
Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan adalah 86.041,00 Ha dan berada pada
kelas tinggi. Secara terinci, luas bahaya dengan kelas rendah adalah 63.358,00 Ha
kelas sedang seluas 16.272,00 Ha dan kelas tinggi seluas 6.411,00 Ha. Kabupaten/
kota yang memiliki luas tertinggi bahaya letusan gunung api pada kelas rendah
adalah Kabupaten Halmahera Barat, yaitu 37.360,00 Ha, juga merupakan wilayah
yang memiliki luas tertinggi potensi bahaya letusan gunungapi dengan kelas tinggi di
Provinsi Maluku Utara, dengan luas 3.402,00 Ha. Gambaran selengkapnya
sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.
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Tabel 2.30. Potensi Bahaya Letusan Gunung Api
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

Luas Potensi Bahaya (Ha)

No Kabupaten/Kota Kelas
Renan] sedn: [ o0

1  Halmahera Barat 37.360 10.535 3.402 51.297 Tinggi

2 Halmahera Selatan 4.922 2.388 1.090 8.400 Tinggi

3 Halmahera Tengah - - - - -

4  Halmahera Timur - - - - -

5  Halmahera Utara 18.933 1.917 711 21.561  Sedang

6  Kepulauan Sula - - - - -

7  Pulau Morotai - - - - -

8  Pulau Taliabu - - - - -

9  Ternate 2.143 1.432 1.208 4.783 Tinggi

10 Tidore Kepulauan - - - - -
Maluku Utara 63.358 16.272 6.411 86.041 Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Tanah longsor — adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan,
bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau
keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut: air
yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Tanah longsor dapat
merusak struktur tanah, merusak lahan pertanian, pemukiman, sarana dan prasarana
penduduk serta berbagai bangunan lainnya. Potensi luas dan kelas bahaya tanah
longsor menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31. Potensi Bahaya Tanah Longsor
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

Luas Potensi Bahaya (Ha)

No Kabupaten/Kota Kelas
Rendah Sedang ﬁ

1  Halmahera Barat 56.116 24.022 10.469 90.607 Tinggi
2 Halmahera Selatan 289.698 101.672 41.488  432.858 Tinggi
3 Halmahera Tengah 70.618 27.083 3.668 101.369 Sedang
4  Halmahera Timur 140.951 200.487 29.223 370.661 Sedang
5 Halmahera Utara 69.103 27.544 3.468 100.115 Tinggi
6  Kepulauan Sula 81.833 16.987 4.775 103.595 Sedang
7  Pulau Morotai 120.251 26.201 6.866 153.318  Sedang
8  Pulau Taliabu 100.926 19.307 7.695 127.928  Sedang
9  Ternate 3.401 2.991 5.847 12.239 Tinggi
10  Tidore Kepulauan 89.286 13.946 6.283 109.515 Tinggi

Maluku Utara 1.022.183  460.240 119.782 1.602.205 Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022
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Tsunami — dikenal sebagai gelombang air besar yang diakibatkan oleh
gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang
yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600-900
km/jam. Penyebab terjadinya tsunami yang paling umum adalah gempa bumi bawah
laut, terutama yang terjadi di zona penunjaman dengan kekuatan 7,0 skala magnitudo
momen atau lebih. Penyebab lainnya adalah longsor, letusan gunung, dan jatuhnya
benda besar seperti meteor ke dalam air. Secara geografis, hampir seluruh tsunami
terjadi di kawasan Lingkaran Api Pasifik dan kawasan Palung Sumatera di Samudra
Hindia. Risiko tsunami dapat dideteksi dengan sistem peringatan dini tsunami yang
mengamati gempa-gempa berkekuatan besar dan melakukan analisis data perubahan
air laut yang terjadi setelahnya. Wilayah Provinsi Maluku Utara termasuk kawasan
yang rentan terhadap ancaman tsunami. Potensi luas dan kelas bahaya Tsunami
menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32. Potensi Bahaya Tsunami
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

Luas Potensi Bahaya (Ha)

No Kabupaten/Kota Kelas
Rendah Sedang ﬁ

1  Halmahera Barat 519 411 3.622 4.552 Tinggi

2 Halmahera Selatan 1.368 1.366 16.039 18.773 Tinggi
3 Halmahera Tengah 139 229 1.772 2.140 Tinggi
4  Halmahera Timur 80 108 2.254 2.442 Tinggi
5 Halmahera Utara 49 126 1.605 1.780 Tinggi
6  Kepulauan Sula 234 254 3.256 3.744 Tinggi
7  Pulau Morotai 202 280 1.300 1.782 Tinggi
8  Pulau Taliabu 1.089 890 5.859 7.838 Tinggi

9  Ternate 16 41 1.135 1.192 Tinggi
10  Tidore Kepulauan 374 355 2.454 3.183 Tinggi
Maluku Utara 4.070 4.060 39.296 47.426  Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Epidemi dan wabah penyakit — adalah peningkatan kejadian kesakitan atau
kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dengan laju yang melebihi
laju dugaan yang didasarkan pada pengalaman mutakhir. Epidemi digolongkan
dalam berbagai jenis berdasarkan pada asal-muasal dan pola penyebarannya.
Epidemi dapat melibatkan paparan tunggal (sekali), paparan berkali-kali, maupun
paparan terus-menerus terhadap penyebab penyakitnya. Potensi luas bahaya epidemi
dan wabah penyakit secara keseluruhan adalah 3.130.035,00 Ha dan berada pada
kelas tinggi. Potensi luas dan kelas bahaya Epidemi dan wabah penyakit menurut
kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.
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Tabel 2.33. Potensi Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

Luas Potensi Bahaya (Ha)

No Kabupaten/Kota Kelas
Renan] sedn: [ o0

1  Halmahera Barat - 211.881 13.118 224.999 Tinggi
2 Halmahera Selatan 177.300 579.154 47.303 803.757 Tinggi
3 Halmahera Tengah 2.960 214.977 4.003 221.940 Tinggi
4  Halmahera Timur 48  633.796 14.827  648.671 Tinggi
5  Halmahera Utara 663  327.151 10.083 337.897 Tinggi
6  Kepulauan Sula 5.114 170.741 925 176.780 Tinggi
7  Pulau Morotai 2717  224.528 6.223 233.468 Tinggi
8  Pulau Taliabu 70.475  226.386 69  296.930 Tinggi
9  Ternate 983 14.238 724 15.945 Tinggi
10 Tidore Kepulauan 1.468 166.529 1.651 169.648 Tinggi

Maluku Utara 261.728 2.769.381 98.926 3.130.035  Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Pandemi Covid-19 — adalah salah satu bencana epidemi dan wabah penyakit
yang saat ini masih berlangsung adalah Pandemi Covid-19. Pandemi adalah wabah
yang berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas. WHO
sendiri mendefinisikan pandemic sebagai situasi ketika populasi seluruh dunia ada
kemungkinan akan terkena infeksi ini dan berpotensi sebagian dari mereka jatuh
sakit. Potensi luas dan kelas bahaya Pandemi Covid-19 menurut kabupaten/kota
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34. Potensi Bahaya Pandemi Covid-19
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

Luas Potensi Bahaya (Ha)

No Kabupaten/Kota Kelas
Renan sedon: [ T

1  Halmahera Barat 224.203 307 - 224510  Sedang
2 Halmahera Selatan 800.534 539 - 801.073 Sedang
3 Halmahera Tengah 221.459 110 - 221.569  Rendah
4  Halmahera Timur 647.023 134 - 647.157  Rendah
5  Halmahera Utara 335.774 1.262 - 337.036  Sedang
6  Kepulauan Sula 175.770 284 - 176.054  Sedang
7  Pulau Morotai 232.611 420 9,0  233.040  Sedang
8  Pulau Taliabu 295.996 24 - 296.020  Rendah
9  Ternate 13.766 2012 - 15.778  Sedang
10 Tidore Kepulauan 168.884 753 - 169.637  Sedang
Maluku Utara 3.116.020 5.845 9,0 3.121.874  Sedang

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022
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Potensi bahaya sebagaimana tersaji dalam tabel telah memperhitungkan sebaran
luas bahaya pandemi Covid-19 masing-masing di kabupaten/kota. Kabupaten/kota
yang memiliki luas tertinggi bahaya pandemi Covid-19 pada kelas rendah adalah
Kabupaten Halmahera Selatan dengan luas 800.534,00 Ha, dan pada kelas sedang
dengan luas tertinggi adalah Kota Ternate seluas 2.012,00 Ha. Kabupaten Pulau
Morotai merupakan wilayah yang memiliki luas tertinggi bahaya pandemi COVID-
19 pada kelas tinggi, yaitu 9,00 Ha.

Likuefaksi — adalah suatu fenomena dimana tanah menjadi jenuh karena
adanya perubahan yang tiba-tiba seperti gempa bumi, penurunan kekakuan dan
kekuatan karena adanya tegangan, dan sifat padat tanah berubah menjadi air cair atau
berat. Likuifaksi dapat dibedakan menjadi dua jenis: a) air yang menyembur dari
tanah seperti air mancur sekaligus menghancurkan struktur tanah; dan b) lapisan
pasir yang dibawa oleh gempa bumi mungkin terlalu kuat, dan lapisan tanah
mungkin terjepit dan mengalir. Kasus ini sama dengan likuifaksi pertama, keduanya
menyapu tanah. Potensi luas dan kelas bahaya Likuefaksi menurut kabupaten/kota
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35. Potensi Bahaya Likuefaksi
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

Luas Potensi Bahaya (Ha)

No Kabupaten/Kota Kelas
Renan sedn: [ T

1  Halmahera Barat 255.177 32.755 146.208 435 Tinggi
2 Halmahera Selatan 1.007.980 126.859 501.419 2.787 Tinggi
3 Halmahera Tengah 65.766 7.134 54.013 136 Tinggi
4  Halmahera Timur 6.498 631 4.706 33 Tinggi
5 Halmahera Utara 115.949 14.796 101.449 245 Tinggi
6  Kepulauan Sula 46.080 6.109 23.659 237 Tinggi
7  Pulau Morotai 119.314 15.091 48.415 465 Tinggi
8  Pulau Taliabu 4.535 502 2.297 20 Tinggi
9  Ternate 163.734 21.557 78.491 504 Tinggi
10 Tidore Kepulauan 157.018 19.650 60.333 462 Tinggi

Maluku Utara 1.942.051 245.084 1.020.990 5.324 Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Berdasarkan potensi bahaya, dapat diketahui risiko bencana yang merupakan
sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin
timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif yang
timbul dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut.
Potensi dampak negatif ini dilihat dari potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian
harta benda, dan kerusakan lingkungan.
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Tabel berikut menyajikan rekapitulasi potensi bencana Provinsi Maluku Utara
menurut jenis bencana, kelas bahaya, potensi penduduk terpapar, potensi kerugian
dan potensi kerusakan lingkungan.

Tabel 2.36. Risiko Bencana Provinsi Maluku Utara Menurut Kelas Bahaya, Potensi
Penduduk Terpapar, Potensi Kerugian dan Potensi Kerusakan Lingkungan

Potensi Penduduk Potensi Kerugian Kerusakan

. Bahaya Terpapar (Fisik & Ekonomi) Lingkungan
No Jenis Bencana n Fe— - -
uas umla p. uas
(Ha) Kelas Jiwa Kelas Milyar Kelas (Ha) Kelas
Banjir 464,34 Tinggi 3.545,12 Tinggi 3.51429 Sedang 14,66 Tinggi

2 Banjir Bandang 107,96 Tinggi 262,19 Tinggi 873,63 Sedang 47,74 Tinggi
Cuaca Ekstrim 240,33 Tinggi 1.907,48 Tinggi 2.635,73 Sedang - -

Gelombang
4  Ekstrim dan 110,94 Tinggi 127,12 Tinggi 1.442,59 Sedang 47,74 Tinggi
Abrasi

5  Gempa Bumi 3.143,98 Tinggi 5.152,84 Tinggi 5.033,10 Sedang - -

Kebakaran o L L
6 Hutan dan Lahan 3.144,59 Tinggi 252,95 Tinggi 30,57 Rendah 7,65 Tinggi

7 Kekeringan 3.139,88 Tinggi 5.147,06 Tinggi 43,66 Rendah 7,65 Tinggi

Letusan L . L
8 Gunung Api 86,04 Tinggi 19,19 Tinggi 27,25 Rendah 7,65 Tinggi
9 Tanah Longsor 1.602,21 Tinggi 185,87 Tinggi 240,27 Sedang 6,23 Tinggi
10 Tsunami 4743 Tinggi 403,41 Tinggi 2.035,70 Sedang 7,65 Tinggi
Epidemi dan L L
11 Wabah Penyakit 3.130,04 Tinggi 5.140,69 Tinggi 2.635,73 Sedang - -
Pandemi L L
12 Covid-19 3.121,87 Sedang 5.143,59 Tinggi 873,63 Sedang 47,74 Tinggi
13 Likuefaksi 241,45 Tinggi 1.942,05 Tinggi 3.514,29 Sedang 14,66 Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara, 2022

Selain ketigabelas jenis bencana tersebut, sesuai perkembangan saat ini maka
Provinsi Maluku Utara juga terpapar potensi bencana kegagalan teknologi, seiring
hadirnya industri-industri pengolahan komoditas vital pertambangan. Kegagalan
teknologi adalah bencana yang terjadi akibat adanya kesalahan desain,
pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi
dan/atau industri. Penyebab kegagalan teknologi adalah: a) Kebakaran, kegagalan/
kesalahan desain keselamatan pabrik/teknologi; b) Kesalahan prosedur pengoperasian
pabrik/teknologi; c¢) Kerusakan komponen; d) Kecelakaan transportasi (darat, laut,
udara); e) Sabotase atau pembakaran akibat kerusuhan; dan f) Dampak ikutan dari
bencana alam (gempabumi, banjir). Total luas bahaya kegagalan teknologi di
Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan, yaitu 10,00 Ha dan berada pada kelas
Rendah, tepatnya di Kabupaten Halmahera Selatan.
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H) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup mendefinisikan Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagai
kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk
hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Adapun Daya Tampung Lingkungan
Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau
komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Pemahaman terhadap
konsep Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebelumnya dipahami
sebagai kemampuan lahan dan neraca air. Pemahaman ini kemudian berkembang
pada pendekatan jasa ekosistem, dengan pertimbangan bahwa jasa ekosistem
mewakili kemampuan lingkungan hidup secara holistik, termasuk menggambarkan
keseimbangan antara manusia dan makhluk hidup lainnya.Kapasitas daya dukung
lingkungan hidup terhadap jasa ekosistem tertentu dapat direpresentasikan dalam
bentuk indeks. Indeks jasa ekosistem ihitung dengan melibatkan nilai bobot jasa
ekosistem terhadap bentuk lahan, tipe vegetasi dan penutupan/penggunaan lahan.

Indeks jasa ekosistem merupakan nilai relatif yang didapatkan dari penjumlahan
atas hasil perkalian antara skor peran dari masing-masing kelas/tipe bentuk lahan,
vegetasi alami dan penutupan lahan terhadap jasa ekosistem yang ditinjau dengan
nilai bobot bentuk lahan, vegetasi alami dan penutupan lahan terhadap jasa ekosistem
yang ditinjau. Indeks jasa ekosistem merepresentasikan kemampuan suatu jenis lahan
atau ekoregion dalam menyediakan beragam jasa ekosistem untuk mendukung
perikehidupan makhluk hidup berdasarkan suatu rentang nilai. Nilai indeks dapat
menggambarkan seberapa besar tingkat kinerja masing-masing kelompok jasa
ekosistem di suatu wilayah baik dari sisi penyediaan, pengaturan maupun
pendukung. Ketiga komponen tersebut saling mempengaruhi dan akan menghasilkan
gambaran kondisi suatu wilayah secara menyeluruh. Sebagai ilustrasi, suatu wilayah
dapat dikatakan memiliki kondisi lingkungan hidup yang bagus, jika kemampuan
wilayahnya dalam pengaturan sangat tinggi.

Berbasis pendekatan ekoregion dan indeks jasa ekosistem, Laporan Rencana
Perlindungan dan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Maluku Utara Tahun 2020
mengindikasikan bahwa rata-rata indeks jasa ekosistem di Provinsi Maluku Utara
memiliki rentang nilai indeks yang masuk kelas rendah sampai tinggi (2,59 — 3,80).
Rata-rata nilai indeks untuk tiga kelompok jasa ekosistem yakni penyediaan,
pengaturan dan pendukung untuk Provinsi Maluku Utara masing-masing sebesar
2,88; 3,31 dan 3,17. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas jasa
ekosistem di Provinsi Maluku Utara tergolong dalam kelas sedang. Rekapitulasi nilai
indeks jasa ekosistem di wilayah kepulauan Provinsi Maluku Utara untuk masing-
masing kelompok jasa lingkungan menurut kabupaten/kota sebagaimana disajikan
pada Tabel di halaman berikut.
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Tabel 2.37. Indeks Jasa Ekosistem Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

JE Penyediaan JE Pengaturan JE Pendukung
E 1 JE 2 JE 3 Rerata JE 4 JE S JE 6 JE 7 JE 8 JE 9 JE 10 JE 11 JE_12 Rerata JE 13 JE_14 Rerata

Halmahera Barat 3,15 2.87 338 3.13 281 3.8 2,51 - 318 312 3.5

No Kabupaten/Kota

—_—

2 Halmahera Tengah | 2,52 243 307 267 331 333 204 277 289 3,19 296 3,17 336 307 322
3 KepulavanSula 297 2,57 320 291 - 332 325 2,64 291 320 255 3,18 3,15 273 2,94
4 HalmaheraSelatan 2,69 244 313 275 333 3,38 300 2,68 3,00 3,10 290 320 323 3,00 3,11
5 Halmahera Utara 3,10 2,74 327 3,04 2,79 298 296 3,01
6 Halmahera Timur 2,93 2,57 3,11 2,87 327 3,08 306 3,12 3,13 336
7 Pulau Morotai 300 2,75 331 3,02
8  Pulau Taliabu 294 267 332 298 337 297 3,17
9  Ternate 321 276 3,06 3,01 334 3,18 314 259 292 327 209 305 271 295 283
10 Tidore Kepulauan 2,77 2,54 3,11 2.8l 306 271 299 3,17 291 323 329 308 3,19
Maluku Utara 2,87 2,59 3,19 2,88 325 2,82 3,04 326 284 331 330 3,04 3,17
Keterangan:

JE 1: Penyediaan Pangan

JE2: Penyediaan Air

JE 3: Penyediaan Serat (Fiber), Bahan Bakar dan Material Lainnya

JE 4: Pengaturan Kualitas Udara

JES5: Pengaturan Iklim

JE 6: Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Longsor
JE7: Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Banjir
JE 8: Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Kebakaran Hutan
JE9: Pengaturan Air

JE 10 : Pengaturan Pemurnian Air

JE 11 : Pengaturan Penyerbukan Alami

JE 12 : Pengaturan Pengendalian Hama

JE 13 : Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati

JE 14 : Pendukung Pembentukan dan Regenerasi Tanah
Indeks pada tingkat wilayah merupakan jumlah tertimbang Indeks pada masing-masing luasan poligon JE hasil overlay 3 (tiga) peta terhadap luas wilayah.
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Berdasarkan tabel di halaman sebelumnya, dapat dilihat bahwa rata-rata indeks
jasa ekosistem di Provinsi Maluku Utara memiliki rentang nilai indeks yang masuk
kelas rendah sampai tinggi (2,59 — 3,80). Rata-rata nilai indeks untuk tiga kelompok
jasa ekosistem yakni penyediaan, pengaturan dan pendukung untuk Provinsi Maluku
Utara masing-masing sebesar 2,88; 3,31 dan 3,17. Dari hasil tersebut maka dapat
disimpulkan bahwa kapasitas jasa ekosistem di Provinsi Maluku Utara tergolong
dalam kelas sedang.

Wilayah kabupaten/kota dengan rerata indeks jasa ekosistem penyediaan
terbesar adalah Halmahera Barat dengan rerata indeks 3,13 sedangkan yang terkecil
adalah Halmahera Tengah dengan rerata indeks 2,67. Secara keseluruhan semua
kabupaten/kota berada pada kelas sedang untuk indeks jasa ekosistem penyediaan.
Jika dirinci, Kota Ternate memiliki indeks terbesar pada jasa ekosistem penyediaan
pangan yaitu 3,21. Satu-satunya wilayah dengan indeks jasa ekosistem penyediaan
pangan pada kelas rendah, yaitu Kabupaten Halmahera Tengah dengan nilai indeks
2,52. Terdapat 5 (lima) kabupaten/kota yang memiliki indeks jasa ekosistem
penyediaan air pada kelas sedang, yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera
Utara, Pulau Morotai, dan Pulau Taliabu serta Kota Ternate. Nilai indeks terbesar
dimiliki oleh Kabupaten Halmahera Barat, yaitu 2,87. Adapun 5 (lima) wilayah
lainnya memiliki nilai indeks jasa ekosistem penyediaan air dalam kelas rendah
dimana Kabupaten Halmahera Tengah merupakan wilayah dengan nilai indeks
terkecil, yaitu 2,43. Pada jasa ekosistem penyediaan Serat (Fiber), Bahan Bakar dan
Material Lainnya, seluruh kabupaten/kota mempunyai nilai indeks pada kelas
sedang, dengan nilai indeks terbesar 3,38 pada Kabupaten Halmahera Barat dan
terkecil 3,06 pada Kota Ternate.

Terdapat 3 (tiga) wilayah kabupaten yang memiliki rerata nilai indeks jasa
ekosistem pengaturan pada kelas tinggi, yaitu Halmahera Barat, Halmahera Timur
dan Pulau Morotai, masing-masing dengan rerata nilai indeks 3,45; 3,52 dan 3,47.
Sementara 7 (tujuh) kabupaten/kota yang lain berada pada kelas sedang dengan
rerata nilai indeks terkecil 3,05 yaitu Kota Ternate. Pada jasa ekosistem pengaturan
pencegahan dan perlindungan terhadap bencana longsor dan jasa ekosistem
pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana banjir, seluruh
kabupaten/kota memiliki nilai indeks pada kelas tinggi. Ini mengindikasikan bahwa
kapasitas ekosistem di seluruh wilayah Maluku Utara jika terus dipelihara dan
diringkatkan maka memiliki cukup kemampuan untuk mencegah dan melindungi
dari potensi bencana banjir dan longsor. Terkecuali jasa ekosistem pengaturan air
dan pengaturan pengendalian hama dengan kelas rendah hingga sedang serta jasa
ekosistem pengaturan pemurnian air dengan kelas sedang, pada jasa ekosistem
pengaturan yang lainnya, nilai indeks yang dimiliki kabupaten/kota bervariasi dari
kelas sedang hingga tinggi.
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I) Kondisi Demografi

Pertumbuhan Penduduk — Penduduk Provinsi Maluku Utara berdasarkan
Sensus Penduduk (SP) Tahun 2010 sebanyak 1.038.087 jiwa dan berdasarkan Sensus
Penduduk (SP) Tahun 2020 sebanyak 1.282.937 jiwa, dengan laju pertumbuhan
penduduk per tahunnya sebesar 2,14 persen. Adapun berdasarkan proyeksi BPS,
pada tahun 2022 penduduk Provinsi Maluku Utara bertambah menjadi 1.319.338
jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,61 persen per tahun dibandingkan tahun
2020 atau 1,98 persen per tahun terhadap tahun 2010. Terdapat sebanyak 6 (enam)
kabupaten/kota yang mencatatkan laju pertumbuhan penduduk per tahun dalam
periode 2010-2022 di atas rata-rata provinsi, yaitu dari yang tertinggi, Pulau Morotai,
Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Tidore Kepulauan, Halmahera Timur, dan
Halmahera Selatan. Kondisi yang sama terjadi pada periode 2010-2021. Gambaran
selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2022

Laju Pertumbuhan

No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (jiwa) (persen/tahun)
2010 2020 2022 2010-2022  2020-2022

1 Halmahera Barat 100.424 132.349 137.541 2,62 2,22
2 Halmahera Tengah 42 815 56.802 59.096 2,69 2,29
3 Kepulauan Sula 85.215 104.082 106.778 1,86 1,47
4  Halmahera Selatan 198.911 248.395 255.795 2,09 1,69
5  Halmahera Utara 161.847 197.638 202.755 1,86 1,47
6 Halmahera Timur 73.109 91.707 94.510 2,13 1,74
7  Pulau Morotai 52.697 74.436 78.270 3,35 2,91
8  Pulau Taliabu 47.309 58.047 59.601 1,91 1,52
9 Ternate 185.705 205.001 206.745 0,90 0,49
10 Tidore Kepulauan 90.055 114.480 118.247 2,25 1,87
Maluku Utara 1.038.087 1.282.937 1.319.338 1,98 1,61

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 (diolah kembali)

Kepadatan Penduduk — Bertambahnya penduduk maka secara langsung dapat
mempengaruhi kepadatan penduduk per wilayah. Berdasarkan data penduduk yang
dibandingkan luas wilayah, diketahui kepadatan penduduk Provinsi Maluku Utara
pada tahun 2022 sebesar 41,91 jiwa/km2. Selain Kota Ternate yang merupakan
wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar yang mencapai 1.276,20 jiwa per
km/2, tercatat 4 (empat) kabupaten/kota memiliki tingkat kepadatan penduduk di atas
rata-rata provinsi, yaitu Tidore Kepulauan, Halmahera Barat, Kepulauan Sula, dan
Halmahera Utara.
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Tabel berikut menyajikan luas wilayah dan perkembangan kepadatan penduduk
menurut kabupaten/kota dalam kurun tahun 2010-2022.

Tabel 2.39. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2022

No Kabupaten/Kota Lua:kll);zr)atan T Kepadat:;l) 2(j(')iwa/ka) >
1  Halmahera Barat 2.243 4477 59,00 61,32
2 Halmahera Tengah 2.276 18,81 24,96 25,96
3 Kepulauvan Sula 1.783 47,80 58,39 59,89
4  Halmahera Selatan 8.096 24,57 30,68 31,60
5  Halmahera Utara 3.403 47,56 58,07 59,58
6 Halmahera Timur 6.481 11,28 14,15 14,58
7  Pulau Morotai 2.337 22,55 31,86 33,49
8  Pulau Taliabu 3.000 15,77 19,35 19,87
9  Ternate 162 1.144,77 1.263,72 1.276,20

10 Tidore Kepulauan 1.703 52,87 67,21 69,43

Maluku Utara 31.484 32,97 40,75 41,91

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 (diolah kembali)

Distribusi Penduduk — Sebagaimana tersaji dalam tabel berikut, sampai dengan
tahun 2022, sebagian besar penduduk diketahui bermukim di Kabupaten Halmahera
Selatan, Kota Ternate, dan Kabupaten Halmahera Utara.

Tabel 2.40. Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2022

Distribusi (persen) Perubaha.n
No Kabupaten/Kota (persen poin)
2010 2020 2022 2010-2022  2020-2022

1 Halmahera Barat 9,67 10,32 10,43 0,76 0,11
2 Halmahera Tengah 4,12 443 4,48 0,36 0,05
3 Kepulauan Sula 8,21 8,11 8,09 (0,12) (0,02)
4  Halmahera Selatan 19,16 19,36 19,39 0,23 0,03
5 Halmahera Utara 15,59 15,41 15,37 (0,22) (0,04)
6  Halmahera Timur 7,04 7,15 7,16 0,12 0,01
7  Pulau Morotai 5,08 5,80 5,93 0,85 0,13
8  Pulau Taliabu 4,56 4,52 4,52 (0,04) (0,00)
9 Ternate 17,89 15,98 15,67 (2,22) (0,31)
10 Tidore Kepulauan 8,68 8,92 8,96 0,28 0,04

Maluku Utara 100,0 100,0 100,0 - -
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 (diolah kembali)

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2-59|



[ RKPD PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024 |

Komposisi Penduduk — Berdasarkan jenis kelamin, penduduk Provinsi Maluku
Utara pada tahun 2022 lebih banyak laki-laki, yaitu 675.131 jiwa penduduk laki-laki
berbanding 664.207 jiwa penduduk perempuan, atau dengan rasio jenis kelamin
(rasio L/P) sebesar 105. Ini menandakan pada setiap 100 penduduk perempuan
terdapat 105 penduduk laki-laki. Komposisi ini relatif tidak mengalami perubahan
dalam satu dasawarsa terakhir. Gambaran komposisi penduduk menurut jenis
kelamin berdasarkan kabupaten/kota selengkapnya dalam kurun tahun 2010-2022
sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.41. Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2022

Rasio L/P Perubahan (poin)
No Kabupaten/Kota
2010 2020 2022 2010-2022  2020-2022

1  Halmahera Barat 105 104 104 (1,00) 0,00

2 Halmahera Tengah 106 113 113 7,00 0,00
3 Kepulauan Sula 104 104 103 (1,00) (1,00)

4  Halmahera Selatan 105 108 108 3,00 0,00

5 Halmahera Utara 105 104 104 (1,00) 0,00

6  Halmahera Timur 111 107 107 (4,00) 0,00
7  Pulau Morotai 107 107 106 (1,00) (1,00)

8  Pulau Taliabu 104 106 106 2,00 0,00

9 Ternate 104 101 101 (3,00) 0,00
10 Tidore Kepulauan 102 103 102 0,00 (1,00)

Maluku Utara 105 105 105 0,00 0,00

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 (diolah kembali)

Secara keseluruhan terjadi perubahan rasio jenis kelamin penduduk di seluruh
kabupaten/kota dalam satu dasawarsa terakhir, namun dalam dua tahun terakhir
relatif stabil. Perubahan yang cukup signifikan terjadi dalam kurun tahun 2010-2022
dimana Kabupaten Halmahera Tengah rasio L/P-nya meningkat dari 106 menjadi
113 dan Kabupaten Halmahera Selatan dari 105 menjadi 108. Meningkatnya jumlah
penduduk laki-laki di kedua kabupaten sangat mungkin terjadi karena masuknya
penduduk laki-laki usia kerja dari luar daerah, merujuk pada berkembangnya
kawasan industri di kedua daerah tersebut.

Adapun berdasarkan kelompok umur, pada tahun 2022 penduduk Provinsi
Maluku Utara didominasi oleh penduduk usia 15-64 tahun atau usia produktif dengan
proporsi sebesar 68,18 persen. Komposisi penduduk usia produktif ini sedikit
mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 67,83 persen dan
mengalami kenaikan yang signifikan jika dibandingkan sepuluh tahun sebelumnya,
yaitu tahun 2010 yang sebesar 61,53 persen.
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Semakin meningkatnya proporsi penduduk usia produktif ini dapat menjadi
salah satu ukuran potensi berkurangnya beban ketergantungan penduduk usia non
produktif kepada penduduk usia produktif. Di sisi lain, proporsi penduduk pada usia
lanjut (>64 tahun) pada tahun 2022 sebesar 4,53 persen, juga mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 4,12 persen dan tahun 2010 yang sebesar 2,88
persen. Meningkatnya proporsi penduduk pada kelompok lanjut usia ini dapat
menjadi salah satu indikasi semakin meningkatnya harapan hidup penduduk Provinsi
Maluku Utara. Gambaran komposisi penduduk Provinsi Maluku Utara menurut
kelompok umur dalam kurun tahun 2020-2022 selengkapnya sebagaimana tersaji
dalam tabel berikut.

Tabel 2.42. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur
Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2022

Jumlah Penduduk dan Proporsi Menurut Kelompok Umur

Ke[lj‘:::lpr"k 2010 2020 2022
Jiwa % Jiwa % Jiwa %
0-4 127.438 12,28 121.037 9,43 123.232 9,34
5-9 128.425 12,37 116.982 9,12 117.209 8,88
10- 14 113.587 10,94 121.752 9,49 119.711 9,07
15-19 95.011 9,15 121.303 9,46 121.128 9,18
20 - 24 91.794 8,84 121.919 9,50 121.360 9,20
25-29 97.016 9,35 115.944 9,04 119.553 9,06
30-34 85.789 8,26 107.251 8,36 110.717 8,39
35-39 74.243 7,15 97.370 7,59 100.633 7,63
40 - 44 59.007 5,68 87.207 6,80 91.016 6,90
45-49 47.635 4,59 74.752 5,83 79.079 5,99
50 - 54 40.060 3,86 60.450 471 65.077 4,93
55-59 28.345 2,73 48.122 3,75 51.586 3,91
60 - 64 19.848 1,91 35.961 2,80 39.323 2,98
65 - 69 12.361 1,19 25.348 1,98 27.967 2,12
70 - 74 8.689 0,84 14.982 1,17 17.368 1,32
75+ 8.839 0,85 12.557 0,98 14.379 1,09
Jumlah 1.038.087 100,0 1282937 100,00  1.319.338 100,00

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 (diolah kembali)

Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2022 untuk penduduk laki-laki
sebagian besar berasal dari kelompok umur 15-64 tahun dengan proporsi 68,23
persen. Komposisi yang sama namun dengan proporsi sedikit lebih kecil juga terjadi
pada penduduk perempuan, yaitu 68,12 persen. Secara ilustratif, gambar di halaman
berikut menyajikan grafik piramida penduduk Provinsi Maluku Utara berdasarkan
kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2022.
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Gambar 2.14. Piramida Penduduk Provinsi Maluku Utara Tahun 2022
(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023, diolah)

Berdasarkan tingkat pendidikan, sampai dengan tahun 2022 sebagian besar atau
lebih dari 55 persen penduduk Provinsi Maluku Utara yang berusia >15 tahun pada
tahun 2022 hanya mengenyam pendidikan sampai setingkat tamat Sekolah
Menengah Pertama (SMP/sederajat). Namun demikian, sebagaimana tersaji dalam
tabel berikut, secara bertahap proporsinya mengalami penurunan sejak tahun 2018
yang sebesar 58,18 persen.

Tabel 2.43. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi
Ditamatkan Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

No Uraian

Komposisi Penduduk pada Usia >15 Tahun (persen)

2018 2019 2020 2021 2022
| Tidak/belum pernah 1,43 1,07 0,67 0,43 0,63
sekolah
2 Tidak/belum tamat SD 11,74 10,90 8,57 10,60 13,42
3 SD/sederajat 23,37 22,30 24,26 22,45 21,78
4 SMP/sederajat 21,64 21,94 21,95 21,35 19,44
5 SMA 24,49 27,07 27,22 26,95 29,04
6 SMK 5,02 5,47 5,07 5,87 4,42
7  Diploma IV 2,28 2,38 2,76 2,19 2,21
8  Universitas 10,03 8,88 9,49 10,16 9,06
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 (diolah kembali)
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Berdasarkan agama atau keyakinan yang dianut, sesuai data Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara sebagaimana dikutip dari BPS Provinsi

Maluku Utara, pada tahun 2022 sebagian besar penduduk provinsi Maluku Utara

beragama Islam, dan Protestan. Proporsi menurut kabupaten/kota selengkapnya dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama/Keyakinan

Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2022

Komposisi penduduk menurut agama/keyakinan (persen)

No Kabupaten/Kota - = Total
Islam Protestan Katolik Hindu Budha Konghucu

1 Halmahera Barat 41,68 56,46 1,84 0,01 0,00 - 100,0
2 Halmahera Tengah 95,60 4,40 - - - - 100,0
3 Kepulauan Sula 99.45 0,23 0,32 - - - 100,0
4  Halmahera Selatan 85,68 14,24 0,07 0,00 0,01 0,00 100,0
5 Halmahera Utara 44,07 55,02 0,90 0,01 0,01 0,00 100,0
6 Halmahera Timur 64,61 35,20 0,19 - 0,00 - 100,0
7  Pulau Morotai 69,67 29,84 0,48 0,01 0,00 - 100,0
8 Pulau Taliabu 85,49 14,21 0,31 - - - 100,0
9 Ternate 96,56 2,96 0,33 0,03 0,06 0,06 100,0
10 Tidore Kepulauan 92,91 6,88 0,21 - - - 100,0
Maluku Utara 75,97 23,53 0,48 0,01 0,01 0,01 100,0

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 (diolah kembali)

Adapun jumlah Rumah Tangga (RT) di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022

sebanyak 401.018 RT atau meningkat dibandingkan tahun 2021 dengan rata-rata

banyaknya anggota rumah tangga 3,36. Gambaran menurut kabupaten/kota

selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.45. Rumah Tangga dan Banyaknya Anggota Rumah Tangga
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2022

No Kabupaten/Kota Rumah Tangga Rata-rata Anggota Rumah Tangga
2021 2022 2021 2022
1  Halmahera Barat 39.887 40.670 3,41 3,36
2 Halmahera Tengah 20.183 33.522 3,82 2,77
3 Kepulauan Sula 57.608 59.675 3,49 3,37
4  Halmahera Selatan 64844 67.801 3,90 3,74
5  Halmahera Utara 31260 30.985 3,40 3,38
6  Halmahera Timur 29168 29.688 3,30 3,26
7  Pulau Morotai 22435 23.170 3,44 3,40
8  Pulau Taliabu 17400 17.985 3,46 3,53
9 Ternate 59655 61.146 3,38 3,30
10 Tidore Kepulauan 35643 36.376 3,24 3,19
Maluku Utara 378.083 401.018 3,50 3,36

Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara, 2023
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2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
A) Product Domestic Regional Bruto

Dinamika perekonomian Maluku Utara secara agregat yang tercermin dalam
distribusi dan pertumbuhan PDRB dapat diungkap dari sisi penawaran (lapangan
usaha) dan permintaan (penggunaan). Dalam konteks ini Product Domestik Regional
Bruto (PDRB) dihitung dengan dua pendekatan harga, yaitu Atas Dasar Harga
Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

PDRB ADHB adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang
timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai
yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses
produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya
antara. Nilai tambah bruto dimaksud mencakup komponen-komponen pendapatan
faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak
tidak langsung neto. Melalui penjumlahan nilai tambah bruto dari masing-masing
sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor, diperoleh Product
Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku.

Atas dasar harga berlaku atau harga pasar, PDRB Provinsi Maluku Utara pada
tahun 2022 sebesar Rp. 70,9 trilyun, meningkat 35,10 persen dibandingkan tahun
2021, atau meningkat 94,42 persen dari lima tahun sebelumnya (2018). Jika pada
tahun-tahun sebelumnya kontributor utama ekonomi daerah berasal dari Kota
Ternate, pada tahun 2022 telah bergeser ke Kabupaten Halmahera Selatan dan
Halmahera Tengah, dimana kedua wilayah merupakan pusat pertumbuhan baru
ekonomi daerah di Provinsi Maluku Utara karena semakin berkembangnya kawasan
industri pengolahan/pemurnian nikel dan industri-industri turunannya. Jika pada
tahun 2021, kontribusi kedua wilayah baru sebesar 39,22 persen, mengalami
peningkatan 10,76 persen poin menjadi 49,98 persen pada tahun 2022. Adapun
kontribusi Kota Ternate pada tahun 2022 sebesar 17,36 persen, dibandingkan tahun
sebelumnya sebesar 20,91 persen. Pada tahun 2022, terkecuali Kabupaten Halmahera
Tengah, sembilan kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan kontribusi, dengan
penurunan terbesar pada Kota Ternate sebesar 3,56 persen poin dan Kabupaten
Halmahera Utara sebesar 2,36 persen poin.

Secara nasional kontribusi Provinsi Maluku Utara terhadap perekonomian
nasional relatif masih sangat kecil. Pada tahun 2022, PDRB ADHB Provinsi Maluku
Utara yang sebesar Rp. 70,9 trilyun baru mampu berkontribusi 0,36 persen terhadap
total PDRB ADHB secara nasional yang mencapai Rp. 19.588 trilyun, dan
menempati peringkat ke-31 kontributor di atas Provinsi Maluku, Sulawesi Barat dan
Gorontalo. Namun kontribusi PDRB ADHB Provinsi Maluku Utara terhadap PDRB
ADHB terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
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Gambaran perkembangan rasio kontribusi PDRB ADHB Provinsi Maluku Utara
terhadap Nasional dalam kurun tahun 2018-2022 selengkapnya sebagaimana tersaji
dalam gambar berikut.
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Gambar 2.15. Kontribusi Terhadap Nasional

PDRB ADHB Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022
(Sumber: BPS, 2023, diolah kembali)

Dari sisi permintaan, Lapangan Usaha (LU) yang memberikan kontribusi
terbesar pada tahun 2022 adalah LU Industri Pengolahan, LU Pertambangan dan
Penggalian, LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, LU Perdagangan Besar dan
Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan LU Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Gabungan kelima lapangan usaha
memberikan kontribusi 81,85 persen. Namun dari kelima sektor utama tersebut,
hanya LU Industri Pengolahan dan LU Pertambangan dan Penggalian yang
mengalami peningkatan kontribusi dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusi LU
Industri Pengolahan mengalami peningkatan dari 20,48 persen pada tahun 2021
menjadi 29,21 persen pada tahun 2022, sedangkan LU Pertambangan dan Penggalian
meningkat dari 14,64 persen di tahun 2021 menjadi 17,55 persen di tahun 2022.
Peningkatan kontribusi Industri Pengolahan utamanya ditopang oleh peningkatan
nilai tambah pada sub sektor Industri Logam Dasar yang mencakup kegiatan
peleburan dan penyulingan logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih,
potongan atau bungkahan. Sementara di sisi pengeluaran, kontributor terbesar PDRB
ADHB Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 berasal dari Ekspor Luar Negeri,
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Pengeluaran Konsumsi Rumah
Tangga. Gabungan Komponen PMTB, dan Komponen Konsumsi Rumah Tangga
memberikan kontribusi lebih dari 100 persen.
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Secara keseluruhan, dibandingkan kondisi di tahun-tahun sebelumnya, dapat
dikatakan bahwa telah terjadi perubahan struktur ekonomi daerah yang sangat
signifikan. Jika pada tahun-tahun sebelumnya kontributor utama ekonomi daerah
Provinsi Maluku Utara masih didominasi oleh sektor ekonomi primer, yang berasal
dari LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan LU Pertambangan dan
Penggalian, maka pada tahun 2022 telah bergeser pada sektor ekonomi sekunder,
dengan kontributor utamanya berasal dari LU Industri Pengolahan. Ditinjau
berdasarkan kabupaten/kota, perubahan struktur ekonomi akan sangat terlihat di
Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan. Menggunakan perbandingan
tahun 2022 dan 2018, di Kabupaten Halmahera Tengah, proporsi sektor sekunder
mengalami peningkatan 44,4 persen poin, sedangkan di Kabupaten Halmahera
Selatan mengalami peningkatan 23,2 persen poin.

Grafik berikut menyajikan ilustrasi perubahan struktur ekonomi kabupaten/kota
di Maluku Utara dalam kurun tahun 2018-2022.
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Gambar 2.16. Perubahan Struktur Ekonomi Kabupaten/Kota

Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022
(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023, diolah)

Secara lengkap, tabel-tabel di halaman berikut menyajikan perkembangan nilai
PDRB ADHB Provinsi Maluku Utara dan distribusinya (share) menurut Lapangan
Usaha, Komponen Pengeluaran, serta Kabupaten/Kota dalam kurun waktu tahun
2018-2022.

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2-66 |



[ RKPD PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024 |

Tabel 2.46. PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

PDRB ADHB (Miliar Rupiah)

No Lapangan Usaha +
2018 2019 2020 2021 2022%*
1 Pertanian, Kehutanan, dan 8.242,2 8700,5 8.896,2 9431,0 10.132,5
Perikanan
2 Pertambangan dan Penggalian 3.952,0 4.338,5 4.890,7 7.682,3 12.444,1
3 Industri Pengolahan 2.703,6 2.809,1 4.843,8 10.748,5 20.711,7
4  Pengadaan Listrik dan Gas 34,3 36,3 38.4 41,1 45,8
5  Pengadaan Air, Pengelolaan 27,1 28,7 30,9 32,8 34,6
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6  Konstruksi 2.449,0 29229 2931,2 3.192,2 3.568,6
7  Perdagangan Besar dan Eceran; 6.362,0 7.094,7 6.721,8 6.946,4 7.849,8
Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor
8  Transportasi dan Pergudangan 22119 2.419,3 1.965,8 1.960,1 2.642,1
9  Penyediaan Akomodasi & 160,3 173,5 164,3 176,6 189,5
Makan Minum
10 Informasi dan Komunikasi 1.275,6 1.371,7 1.449,5 1.573,6 1.705,6
11  Jasa Keuangan dan Asuransi 1.108,1 1.186,9 1.272,0 1.462,9 1.638,9
12 Real Estate 40,7 433 43,0 443 46,2
13 Jasa Perusahaan 111,9 120,4 120,2 131,2 148,7
14  Administrasi Pemerintahan, 5.5259 6.0058 6.357,8 6.372,0 6.897,6
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
15 Jasa Pendidikan 1.249,3 1.324,7 1.372,7 14187 1.5133
16  Jasa Kesehatan dan Kegiatan 739,6 813,8 892.,4 9437 991,5
Sosial
17 Jasa lainnya 275,4 305,3 308,2 323,8 3423
PDRB 36.468,8 39.695,5 42.298,9 52.481,3 70.902,6
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
Tabel 2.47. PDRB ADHB Menurut Komponen Pengeluaran
Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022
PDRB ADHB (Miliar Rupiah
No Komponen Pengeluaran (Miliar upla* )
2018 2019 2020 2021 2022%*
1  Konsumsi Rumah Tangga 19.996,6 21.400,0 21.697,2 22.820,5 24.751,9
2 Konsumsi LNPRT 459,2 5724 5294 552,0 607,8
3 Konsumsi Pemerintah 11185,8 12204,3 11.234,5 11.844,9 12.805,6
4  Pembentukan Modal Tetap Bruto 9995 18183,6 23.936,9 27.328,9 46.770,3
5  Perubahan Inventori 429 -105 457,4 -124,8 94,3
6  Ekspor Luar Negeri 9881,4 12.565,2 15.163,8 59.115,6 122.339,2
7  Impor Luar Negeri 4121 11488,5 20.349,8 23.652,7 57.998,0
8  Net Ekspor Antar Daerah -11357,2 -13636,6 -10.370,4 106920152 -78.468,5
PDRB 36.468,8 39.695,5 42.298,9 52.481,3 70.902,6

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
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Tabel 2.48. PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

PDRB ADHB (Miliar Rupiah)

No Komponen Pengeluaran +
2018 2019 2020 2021 2022%*
1  Halmahera Barat 2.084,5 22426 22764 23527 25322
2 Halmahera Tengah 2.195,7 24274 3.291,7 9.658,1 21.137,8
3 Kepulauan Sula 2.294,0 2.499,9 2.507,6 25979 2.866,2
4  Halmahera Selatan 6.317,5 7.246,4 8.714,8 10.925,0 14.301,1
5  Halmahera Utara 5.378,5 55925 5.689,6 6.002,9 6.436,7
6  Halmahera Timur 3.206,1 3.484,6 3.541,3 3.930,4 4.180,7
7  Pulau Morotai 1.438,4 1.528,5 1.572,5 1.642,0 1.749,1
8  Pulau Taliabu 1.325,6 1.451,5 1.4814 1.710,0 1.877,1
9  Ternate 9.696,9 10.758,3 10.480,2 10.974,4 12.305,5
10  Tidore Kepulauan 2.660,8 2.880,5 2.939,6 3.0284 3.292,9
PDRB 36.468,8 39.695,5 42.298,9 52.481,3 70.902,6

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.49. Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

Distribusi PDRB ADHB (persen)

No Lapangan Usaha +
2018 2019 2020 2021 2022%*
1  Pertanian, Kehutanan, dan 22,60 21,92 21,03 17,97 14,29
Perikanan
2 Pertambangan dan Penggalian 10,84 10,93 11,56 14,64 17,55
3 Industri Pengolahan 7,41 7,08 11,45 20,48 29,21
4  Pengadaan Listrik dan Gas 0,09 0,09 0,09 0,08 0,06
5  Pengadaan Air, Pengelolaan 0,07 0,07 0,07 0,06 0,05
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6  Konstruksi 6,72 7,36 6,93 6,08 5,03
7  Perdagangan Besar dan Eceran; 17,45 17,87 15,89 13,24 11,07
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8  Transportasi dan Pergudangan 6,07 6,09 4,65 3,73 3,73
9  Penyediaan Akomodasi & 0,44 0,44 0,39 0,34 0,27
Makan Minum
10 Informasi dan Komunikasi 3,50 3,46 3,43 3,00 2,41
11  Jasa Keuangan dan Asuransi 3,04 2,99 3,01 2,79 2,31
12 Real Estate 0,11 0,11 0,10 0,08 0,07
13 Jasa Perusahaan 0,31 0,30 0,28 0,25 0,21
14  Administrasi Pemerintahan, 15,15 15,13 15,03 12,14 9,73
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
15 Jasa Pendidikan 3,43 3,34 3,25 2,70 2,13
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan 2,03 2,05 2,11 1,80 1,40
Sosial
17 Jasa lainnya 0,76 0,77 0,73 0,62 0,48
PDRB 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
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Tabel 2.50. Distribusi PDRB ADHB Menurut Komponen Pengeluaran
Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

Distribusi PDRB ADHB (persen)

No Komponen Pengeluaran +
2018 2019 2020 2021 2022%*
1  Konsumsi Rumah Tangga 54,83 53,91 51,29 43,58 34,91
2 Konsumsi LNPRT 1,26 1,44 1,25 1,06 0,86
3 Konsumsi Pemerintah 30,67 30,74 26,56 22,97 18,06
4  Pembentukan Modal Tetap Bruto 27,41 45,81 56,59 47,32 65,96
5  Perubahan Inventori 1,18 -0,26 1,08 0,75 0,13
6  Ekspor Luar Negeri 27,10 31,65 35,85 112,90 172,55
7  Impor Luar Negeri 11,30 28,94 48,11 45,17 81,80
8  Net Ekspor Antar Daerah -31,14 -34,35 -24,52 -83,40  -110,67
PDRB 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.51. Distribusi PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

Distribusi PDRB ADHB (persen)

No Komponen Pengeluaran 2018 2019 2020 2021 20225+
1  Halmahera Barat 5,70 5,59 5,38 4,48 3,57
2 Halmahera Tengah 6,00 6,05 7,78 18,40 29,81
3 Kepulauan Sula 6,27 6,23 5,93 4,95 4,04
4 Halmahera Selatan 17,26 18,07 20,60 20,82 20,17
5  Halmahera Utara 14,70 13,94 13,45 11,44 9,08
6  Halmahera Timur 8,76 8,69 8,37 7,49 5,90
7  Pulau Morotai 3,93 3,81 3,72 3,13 2,47
8  Pulau Taliabu 3,62 3,62 3,50 3,26 2,65
9  Ternate 26,50 26,82 24,78 20,91 17,36
10  Tidore Kepulauan 7,27 7,18 6,95 5,77 4,64

PDRB 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung
menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar, dalam hal
ini tahun dasar yang digunakan oleh BPS adalah tahun 2010. PDRB ADHK juga
digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu.
Penghitungan atas dasar harga konstan ini berguna antara lain dalam perencanaan
ekonomi, proyeksi dan untuk menilai pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan
maupun sektoral. Produk domestik menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan
apabila dikaitkan dengan data mengenai tenaga kerja dan barang modal yang dipakai
dalam proses produksi dapat memberikan gambaran tentang tingkat produktivitas
dan kapasitas produksi dari masing-masing lapangan usaha tersebut.
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Nilai PDRB ADHK Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 sebesar Rp. 40,25
trilyun atau mengalami pertumbuhan sebesar 16,40 persen dari tahun sebelumnya.
Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 merupakan catatan tertinggi yang
dicapai Provinsi Maluku Utara, setelah sebelumnya tercatat sebesar 16,79 persen
pada tahun 2021, setelah terdeselerasi tiga tahun berturut-turut di tahun 2018-2020.
Grafik berikut menyajikan tren laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara
dalam kurun tahun 2018-2022.

=&—Laju Pertumbuhan =—@= Akselerasi/Deselerasi
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15,0% -

10,0% - 85%
’ 11,40%

5,0% A
6,14%

0,0% -

0,18%
-5,0% - ° -1,61% -0,85%
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Gambar 2.17. Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022
(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023, diolah)

Dari sisi permintaan, laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 adalah LU
Industri Pengolahan sebesar 77,27 persen dan LU Pertambangan dan Penggalian
sebesar 42,24 persen. Terkecuali tahun 2021 dimana LU Transportasi dan
Pergudangan mencatatkan pertumbuhan negatif, pada tahun 2022 seluruh lapangan
usaha mencatatkan pertumbuhan yang positif. Sementara dari sisi pengeluaran, laju
pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 tercatat pada komponen Impor Luar Negeri
sebesar 112,39 persen. Terkecuali komponen Net Ekspor Antar Daerah yang tercatat
masih mengalami pertumbuhan negatif, komponen pengeluaran yang lainnya masih
mencatatkan pertumbuhan yang positif dalam kisaran antara 4 sampai 85 persen.
Kabupaten/kota yang mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun
2022 adalah Halmahera Tengah sebesar 102,31 persen, Halmahera Selatan sebesar
21,34 persen, dan Kota Ternate sebesar 5,32 persen.

Secara lengkap, tabel-tabel di halaman berikut menyajikan perkembangan nilai
PDRB ADHK Provinsi Maluku Utara dan laju pertumbuhannya menurut Lapangan
Usaha, Komponen Pengeluaran, serta Kabupaten/Kota dalam kurun waktu tahun
2018-2022.
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Tabel 2.52. PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

PDRB ADHK (Miliar Rupiah)

No Lapangan Usaha +
2018 2019 2020 2021 2022%*
1 Pertanian, Kehutanan, dan 5.305,9 5.518,1 55948 5.727,2 5.894,6
Perikanan
2 Pertambangan dan Penggalian 2.520,1 2.736,9 3.0084 45948 6.535,6
3 Industri Pengolahan 1.971,9 1.996,0 3.213,2 5.849,6 10.369,5
4  Pengadaan Listrik dan Gas 26,0 27,5 28,8 30,8 32,9
5  Pengadaan Air, Pengelolaan 22,1 23,3 24,3 25,3 26,1
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6  Konstruksi 1.715,8 1.960,1 1.965,3 1.999,8 2.100,0
7  Perdagangan Besar dan Eceran; 4.541,9 4.876,9 45950 4.692,0 5.034,8
Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor
8  Transportasi dan Pergudangan 1.450,8 1.538,2 1.264,8 1.236,9 1.513,0
9  Penyediaan Akomodasi & 1159 1242 117,2 124,7 129,3
Makan Minum
10 Informasi dan Komunikasi 1.091,5 1.174,6 1.264,1 1.371,5 1.447,9
11  Jasa Keuangan dan Asuransi 746,3 785,5 8474 924,1 945,2
12 Real Estate 29,8 31,4 30,8 31,6 31,8
13 Jasa Perusahaan 83,4 87,3 85,9 91,4 95,9
14  Administrasi Pemerintahan, 3.840,4 4.049,0 4.267,9 42764 4.289,5
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
15 Jasa Pendidikan 824,5 867,2 881,9 893,6 920,0
16  Jasa Kesehatan dan Kegiatan 535,3 571,5 610,9 632,8 6387
Sosial
17 Jasa lainnya 212,7 230,1 230,7 236,8 2437
PDRB 25.034,1 26.597,6 28.031.4 32.739,2 40.248.4
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
Tabel 2.53. PDRB ADHK Menurut Komponen Pengeluaran
Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022
PDRB ADHK (Miliar Rupiah
No Komponen Pengeluaran (Miliar uplz )
2018 2019 2020 2021 2022%*
1  Konsumsi Rumah Tangga 13.747,2 14.295,9 14.261,7 14.693,9 15.3524
2 Konsumsi LNPRT 3227 388,0 3554 365,1 383,1
3 Konsumsi Pemerintah 7.005,1 7.557,3 6.9953 7.2329 7.539,9
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto ~ 7.196,6 13.156,5 16.821,6 18.585,6 29.991,5
5  Perubahan Inventori 2383 (94,4) 271,3  (115,8) 34,9
6  Ekspor Luar Negeri 7.497,3 9.083,7 14.331,4 49.231,4 90.735,0
7  Impor Luar Negeri 2.745,9 7.957,6 14.173,5 15.612,4 33.158,7
8  Net Ekspor Antar Daerah (8.227,2) (9.831,7) (10.831,8) 106957768 106667885
PDRB 25.034,1 26.597,6 28.031.4 32.739,2 40.248,4

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
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Tabel 2.54. PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

PDRB ADHK (Miliar Rupiah)

No Kabupaten/Kota +
2018 2019